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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana teori 
nilai tenaga kerja menurut ibnu khaldun, teori nilai tenaga kerja menurut karl marx, 
serta relevansi teori nilai tenaga kerja menurut ibnu khaldun dan karl marx dalam 
konteks ke indonesiaan. Kemudian, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah teknik kepustaan dimana metode pengumpulan data paling tepat adalah 
menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh Ibnu Khaldun 
berpendapat bahwa tenaga kerja akan melahirkan nilai yang merupakan teori nilai 
tenaga kerja yang dimaksud Ibnu Khaldun. Sementara teori nilai tenaga kerja 
menurut Karl Marx adalah nilai dari suatu barang diukur dengan kerja manusia sesuai 
yang diperlukan dalam proses produksinya. Sementara teori nilai tenaga kerja 
menurut Ibnu Khaldun dan Karl Marx direlevansikan dalam konteks ke Indonesiaan 
di era modern menetapkan dan memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan 
pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx yaitu berdasarkan jam kerja dan hasil kerja 
yang dilakukan tenaga kerja. Akan tetapi mengenai konsep keadilan buruh yang 
ditekankan oleh Ibnu Khaldun dan Karl masih belum relevansi dengan konteks 
Indoensia sekarang. Walaupun di Indoesia sudah memiliki aturan formal dalam hal 
ini Undang-undang dibidang perburuhan itu belum cukup untuk menciptakan 
keadilan dan kesejaterah buruh selagi pemerintah belum tegas dalam prakteknya dan 
penagwasan pemerintah terkait aturan dalam Undang-undang ketenagakerjaan belum 
ketat.  







A. Latar Belakang 
Dalam menjalani kehidupannya, manusia sebagai mahkluk sosail akan selalu 
bersinggungan dengan persoalan dalam kegiatan ekonomi. Sejak manausia diciptakan 
ke dunia ini sampai ia meninggal, disadari ataupun tidak setiap saat manusia selalu 
berhubungan dengan persoalan ekonomi. Agama sendiri sebagai pedoman hidup bagi 
umat manusia dalam menjalani hidup di muka bumi sudah banyak menjelaskan 
isyarat terkait perilaku ekonomi. Ilmu ekonomi secara umum dapat didefinisikan 
sebagai sebuah kajian ilmu yang membahas mengenai bagaimana cara manusia 
memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang dan jasa dengan memanfaatkan 
dan mengelolah sumber daya.
1
 
Secara praktek ekonomi islam sudah ada sejak ajaran agama islam 
diwahyukan kepada Nabi Muhammadd SAW, sekitar abad 6 M sampai 7 M. Akan 
tetapi, secara pemikiran sekonomi islam muncul sekitar tahun 1970 sebagai sebuah 
studi ilmu pengetahuan yang berkembang sampai sekarang. Pemikiran ekonomi 
dikalangan pemikir muslim banyak mempengaruhi khasanah pemikiran ekonomi 
dunia ketika “Barat” masih dalam kegelapan (drak age) dan baru dikaji beberapa 
ratusan tahun lalu oleh pemikir-pemikir Barat.
2
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Salah satu cendekiawan muslim yang paling terkenal dan paling banyak 
memberikan sumbangsi pemikirannya terkait ekonomi adalah Ibnu Khaldun. Ibnu 
Khaldun merupakan cendekiawan muslim yang memiliki banyak pemikiran dalam 
berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan kebudayaan. Salah satu pemikiran Ibnu 
Khaldun yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk ditelaah dan dilakukan 
pengkajian adalah pemikirannya mengenai ekonomi. Karena pemikiran Ibnu Khaldun 
tentang Ekonomi memiliki signifikan yang besar bagi perkembangan ekonomi islam 
kedepannya. Selain itu, Ibnu kahldun juga dikenal sebagai bapak dan ahli ekonomi 
yang mendahului beberapa pemikir ekonomi barat seperti Adam Smith, Ricardo, Karl 
Marx dan para pemikir ekonomi Eropa lainnya.
3
 
Selain Ibnu Khaldun, salah satu Cendekiawan Barat yang juga memiliki 
pemikiran di bidang ekomoni adalah Karl Marx. Karl Marx seorang filsuf, ekonom 
dan sejarawan yang lahir tahun 1818 di kota Trier. Salah satu pemikiran Marx adalah 
prinsip materialisme yang berpendapat bahwa faktor produksi yang dikelolah oleh 
kaum ploreter yang bekerja di bawah pihak kapitalis merupakan salah satu hal yang 
dapat merubah sejarah dalam ekonomi.
4
 
Dalam fenomena masyarakat kontemporer, dasar-dasar dari pemikiran Ibnu 
Khaldun dan Marx sangat releven digunakan sebagai tawaran pisau analisa. Ibnu 
Khaldun membahas berbagai ragam masalah ekonomi yang luas, seperti ajaran 
tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan 
konsumsi dan produksi, uang, industri dan perdagangan, pertanian makro ekonomi 
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dari pajak pengeluaran publik, pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, hak 
milik, srta kemakmuran dan sebagainya.
5
 
Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa akumulasi laba dan modal merupakan 
hal yang sangat mempengaruhi tenaga kerja manusia, selain bahan dan faktor produksi 
lainnya tenga kerja manusia merupahakan salah satu faktor produksi yang penting dalam 
suatu kegiatan produksi. Menurut Ibnu Khaldun dengan bekerja manusia mampu 
untuk memperoleh hasil yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal inilah yang 
disebut sebgai keuntunga oleh Ibnu Khaldun. Sementara keuntungan yang diperoleh 
manusia yang melebihi ukuran kebutuhannya disebut sebagai akumulasi modal
6
 
Menurut Karl Marx, sejarah perkembangan manusia ditandai dengan adanya 
pertentangan kelas borjuis dan kelas buruh yang terbentuk dari adanya penguasaan 
alat produksi oleh kelas borjuis (kapitalis). Kapitalis yang berusaha menguasai dan 
mengambil hak-hak yang dimiliki oleh buruh yang pada dasarnya menjadi nilai kerja 
yang seharusnya dimiliki atas kerjanya. Pembahasan mengenai nilai kerja dalam 
ekonomi telah menarik perhatian beberapa pemikir ekonomi modern seperti Adam 
Smith dan David Ricardo. Kemudian Karl Marx merevisi teori-teori nilai kerja yang 
dibuat oleh kedua pendahulunya dan sampai pada suatu kesimpulan tentang teori 
eksploitasi buruh oleh kapitalis.
7
 
Ibnu Khaldun dan Karl Marx dalam menjelaskan nilai tenaga kerja sama-sama 
menerangkan pentingnya kerja untuk mendapatkan nilai, artinya tenaga kerja 
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merupakan sumber nilai. Jadi untuk memperoleh keuntungan, penghasilan dan 
pendapatan yang dimana semua itu merupakan nilai dari kerja yang dilakukan oleh 
manusia. Selain terdapat persamaan dalam mengartikan nilai tenaga kerja juga 
terdapat perbedaan pemikiran antara kedua tokoh tersebut. Dimana menurut Ibnu 
Khaldun kerja manusia akan menghasilkan nilai, nilai tersebut berupa penghasilan, 
keuntungan dan upah, sementara Karl Marx mengatakan bukanlah kerja yang 
menghasilkan nilai akan tetapi tenaga kerjalah yang dijual kepada kapitalis dan yang 
akan menghasilkan nilai. Dalam pembahasan upah juga terdapat perbedaan 
pendapatan anatara pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx. Upah menurut Ibnu 
Khaldun adalah nilai dari kerja manusia, sedangkan upah menurut Karl Marx adalah 
harga dari tenaga kerja yang dijual oleh buruh kepada kapitalis.
8
 
Meskipun Ibnu Khaldun dan Karl Marx memiliki perbedaan pemikiran dalam 
menerangkan definisi nilai tenaga kerja dan memiliki perbedaan yang mendasari 
pemikiran kedua tokoh tersebut. Namun, baik Ibnu Khaldun dan Karl Marx sama-
sama menekankan pentingnya kerja untuk menghasilkan nilai, labih dari itu keduanya 
juga menekankan keadilan ekonomi tanpa adanya perampasaan hak yang sering 
dialami tenaga kerja. Bekerja menurut pandangan pemikir ekonomi sosialis dan 
pemikir ekonomi Islam merupakan cara yang dilakukan harus dilakukan manusia 
dalam memenuhui kebutuhan hidupnya untuk mencapai kemakmuran dan 
kesejahteraan. Namun. Dalam mengartikan konsep bekerja Karl Marx yang dalam hal 
ini pemikir ekonomi sosialis menganggap kerja berdasarkan materialisme, sementara 
                                                             
8
Iswatul Hasanah, “Nilai Tenaga Kerja Ibn Khaldun dan Karl Marx (Studi Komparasi dalam 





pemikir ekonomi islam dari timur tengah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa bekerja 
harus berdimensi spritual atau ibadah bukan semata- mata memenuhi kebutuhan.
9
  
Hubungan pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx melahirkan sebuah asumsi 
penyebab yang perlu diperhatikan dan mesti dilakukan pengkajian, yaitu asumsi 
hubungan antara pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx yang disebabkan karena 
hubungan pertukuran pemikiran antara Arab dan Erofa. Hubungan tersebut 
memungkinkan khasanah pemikiran islam misalnya pemikiran Ibnu Khladun yang 
dipelajari dan dijadikan rujukan oleh para pemikir Barat, termaksud Karl Marx. Hal 
ini dibuktikan oleh sejumlah pemikir Barat seperti Constantine the African, Adelard 
of Bath yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah sekitas abad 11 dan 12.
10
 
Di Indonesia usaha untuk memperbaiki kehidupan buruh terus dilakukan, 
salah satu cara dengan membuat payung hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 peraturan ketenagakerjaan melaranng pengusaha untuk melakukan 
diskriminasi pemberian upah kepada pekerja. Dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 juga  menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak 




Untuk memenuhi hajat hidup para buruh atau tenaga kerja, perosoalan 
pengupahan merupakan masalah yang paling krusial dan penting dalam hubungan 
perburuhan. Pentingnya upah juga diikuti dengan berbagai persoalan yang kompleks 
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Moh Nurul Qomar, “Kritik Karl Marx Terhadap Konsep Buruh Kapitalis” Annual 
Conference for Muslim Scholars 2, no. 19  (2019), h. 1008 
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dalam bidang ketenagakerjaan yang memiliki potensi terjadinya perselisihan dan 
melahirkan mogok kerja dan unjuk rasa apabila tidak ditangani secara profesional. 
Para pengusaha yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding para buruh memicu 
timbulnya berbagai masalah dalam pengupahan, seperti para pemilik usaha terlambat 
bahkan sampai tidak membayar upah untuk para pekerja.
12
 
Untuk menciptakan sistem pengupahan yang baik, pemerintah memiliki tugas 
yang penting dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara pemilik usaha dan 
pekerjanya. Untuk itu pemerintah dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 
mengenai ketenagakerjaan pemerintah menetapkan beberapa kebijakan untuk 
melindungi para buruh seperti penetepan upah minimum, gaji lembur yang 




Berdasarkan asumsi ini, ditemukan fakta menarik baik dari pemikiran Ibnu 
Khaldun dan Karl Marx masih memiliki relevansi dengan konteks keindonesiaan. 
Fakta ini yaitu adanya relevansi pemikiran kedua tokoh dengan beberapa aturan 
hukum di Indonesia di bidang sosial ekonomi salah satunya UU No. 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjan yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak 
dan kesejahteran buruh
14
. Dimana Ibnu Khaldun dan Karl Marx juga menekankan 
pada ekonomi berkeadilan dan kesejahteraan buruh 
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Tentunya asumsi terkait relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dan Kral Marx 
dalam konteks keindonesiaan masih harus dibuktikan melalui diskursus yang lebih 
mendalam. Hal ini perlu dilakukan karena bukti-bukti yang mendukung mengenai 
hubungan antara pemikiran Ibnu khaldun dan Karl Marx masih sangat minim. 
Pengkajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari hubungan atau relevansi 
pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx terkait nilai tenaga kerja dengan konsep 
ketenagakerjaan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia 
Berdasarkan berbagai alasan tersebut, guna memberikan analisis wacana 
sebagai sumber rujukkan baru untuk mengetahui hubungan pemikiran Ibnu Khaldun 
dan Karl Marx dengan konteks yang berlaku di Indonesia. Maka peneliti tertarik 
menulis sebuah karya tulis dengan judul “Relevansi Teori Nilai Tenaga Kerja 
Menurut Ibnu Khaldun dan Karl Marx dalam Konteks Keindonesiaan” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan, demi memudahkan arah 
dan tujuan penelitian. Maka, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana teori nilai tenga kerja menurut Ibnu Khaldun? 
2. Bagaimana teori nilai tanaga kerja menurut Karl Marx? 
3. Bagaimana relevansi teori nilai tenaga kerja menurut Ibnu Khaldun dan Karl 





C. Fokus Penelitian 
 Karena keterbatasan ruang dan waktu dalam penelitian maka peneliti ini 
membatsi lingkup penelitan hanya pada ruang pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl 
Marx terkait teori nilai tenaga kerja dan relevansinya dengan konteks ke Indonesiaan. 
Pembatasan ini dilakukan guna mengefisienkan waktu sekaligus menjaga arah 
penelitian agar tetap berada pada koridor dan tujuan penelitian. 
D. Pengertian Judul 
  Judul penelitian ini adalah “ Relevansi Teori Nilai Tenaga Kerja Menurut 
Ibnu Khaldun dan Karl Marx Dalam Konteks Ke Indonesian”. Untuk menghidari 
ketidakjelasan atau kekeliruan dalam penafsiran kata, istilah dan variavel yang 
terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah dan 
variabel dalam judul tersebut.  
a. Nilai tenaga kerja : yang dimaksud dengan nilai tenaga kerja adalah upah yang di 
peroleh oleh tenaga kerja yang senilai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam 
menghasilkan suatu komoditi 
b. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl dalam Konteks ke Indonesiaan, 
artinya suatu teori pemikiran yang di ungkapkan oleh Ibnu Khladun dan Karl 
Marx dalam hal ini mengenai teori nilai tenaga kerja yang bersangkut paut dengan 
indonesia 
Beradasarkan beberapa penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa judul 
penelitian ini memiliki pegertian yaitu proses penyelidikan untuk mengetahui 





sudah ditemukan hubungan kedua pemikiran tersebut barulah dilakukan pengkajian 
terkait hubungannya dalam kontes keindonesiaan. 
E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian mengenai relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan Karl Marx 
khusus mengenai teori nilai tenaga kerja masih belum banyak dilakukan oleh 
akademisi. Salah satu penelitian tentang perbandingan pemikiran keduanya mengenai 
teori nilai kerja adalah jurnal internasional yang ditulis oleh Muhammad Yusuf 
Ibrahim, dkk dengan judul “A Comparative Study of Khaldun, Smith, and Marx 
Thinking Abaut the Labor Theory of Value”, yang berfokus pada konsep 
perbandingan pemikiran kedua tokoh terkait nilai tenaga kerja
15
. Dalam literatur lain 
yang membahas mengenai pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx terdapat pada 
jurnal internasional yang ditulis Singgih Muheramtohadi yang membahas 
perbandingan pemikiran ekonomi Ibnu Khladun dan Karl Marx secara umum dan 
tidak terkhusus teori nilai tenaga kerja
16
. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan 
oleh Iswatul Hasanah dengan judul penelitian “Nilai Tenaga Kerja Ibn Khaldun dan 
Karl Marx (Studi Komparasi Dalam Kitab Muqaddimah dan Das Kapital)”
17
, yang 
membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah peneletian 
yang akan dikaji penulis tidak bukan studi komparasi melainkan merelevansikan 
pemikiran kedua tokoh terkait nilai tenaga kerja dengan konteks ke indonesiaan. 
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Sedangkan untuk penelitian lain yang hanya membahas salah satu tokoh 
Seperti Ibnu Khaldun misalnya jurnal yang ditulis oleh Hendra Pertaminawati, 
mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia, tentang “Analisis Pemikiran Ibnu 
Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam perekonomian 
Islam”
18
. Selain juga ada jurnal Ilmiah Keislaman yang hanya membahas terkait Ibnu 
Khaldun tentang ekonomi Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah yang kemudian 
direlevansikan dengan teori ekonomi modern dan masih kurang spesifik dalam hal 
nilai tenaga kerja
19
. Penelitian selanjutnya yang hanya membahas salah satu tokoh 
pemikir, misalnya dalam jurnal yang ditulis oleh Jirhanuddin dkk yang membahas 




Sedangkan untuk jurnal terkait Karl Marx misalnya dalam International 
Journal of Islamic Thought, yang ditulis oleh Indriaty Ismail dan Mohd Zuhaili 
Kamal Basir, berjudul Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial, yang 
pembahasanya terkait salah satu pemikiran ekonomi Karl Marx namun masih tidak 
membahas mengenai nilai tenaga kerja
21
. Kemudian jurnal yang berjudul “Human 
Development According to Adam Smith and Karl Marx” jurnal ini sama-sama 
membahas pemikiran Karl Marx tetapi tidak membahas mengenai nilai tenaga kerja
22
. 
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Sedangkan untuk penelitian lain hanya meneliti salah satu tokoh dalam penelitian 
“Kritik Karl Marx Terhadap Konsep Buruh Kapitalis Kajian Komparatif Ekonomi 
Syariah Atas Buku Das Kapital I” yang ditulis oleh Moh. Nurul Qomar.
23
  
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat bahawa hanya sedikit 
akademisi yang mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Max dan bahkan bisa 
dikatakan belum ada akademisi yang secara khusus membahas nilai tenaga kerja 
menurut Ibnu Khaldun dan Karl Marx dan relevansinya dalam konteks ke 
Indonesiaan. Karena itu penelitian ini bisa menjadi salah satu penelitian yang dapat 
digunakan sebagai referensi untuk mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl 
Marx terkait nilai tenaga kerja dan relevansi dalam konteks ke Indonesiaan dari sudut 
pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya. 
F. Metodologi Penelitian 
 Dalam menguji sebuah kebenaraan diperlukan sebuah teori atau metode yang 
dapat dijadikan sebagai tolak ukur pengujian kebenaran. Untuk menguji kebenaran 
masalah dalam penelitian ini maka jelas dibutuhkan sebuah petunjuk. Petunjuk itu 
dapat berupa prosedur penelitian yang dikenal dengan metodologi penelitian.  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Artinya penelitian ini 
lebih cenderung membahas biografi dan pemikiran tokoh baik tokoh itu masih hidup 
maupun sudah meninggal, dengan melakukan penelusuran terhadap hasil karanya 
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baik ditulis secara langsung oleh tokoh itu sendiri maupun yang ditulis orang lain 
mengenai biografi dan pemikiran tokoh yang akan diteliti. 
2. Jenis dan Sumber Data 
 Penelitian ini menggunkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. 
a. Penelitian ini menggunkan data primer yaitu kitab Muqaddimah yang ditulis oleh 
Ibnu Khaldun yang diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha dan diterbitkan Pustaka 
Firdaus, sedangkan data primer lainya adalah Capital Volume I yang ditulis oleh 
Karl Marx yang diterbitkan oleh Progress Publisher, Moscow. 
b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua jenis referensi baik dalam 
bentuk buku, jurnal, tesis, artikel dan lain-lain yang tidak secara langsung di tulis 
oleh Ibnu khaldun dan Karl Marx namun tetap sesuai dengan objek yang diteliti. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data 
paling tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah 
suatu cara pengumpulan data dengan menyajikan catatan-catatan penting sehubungan 
dengan objek yang akan diteliti sehingga dapat memberikan data yang lengkap
24
. 
Data tersebut dapat berupa artikel, buku, jurnal, skripsi, tesis dan sebagainya yang 
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4. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik 
analisis induktif dan deduktif
25
. 
a. Induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta sejarah, peristiwa 




b. Deduktif, yaitu metode ini bertolak belakang dengan metode induktif. Metode ini 




G. Tujuan Penelitan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana teori nilai tenaga kerja menurut ibnu khaldun 
b. Untuk mengetahui bagaimana teori nilai tenaga kerja menurut karl marx 
c. Untuk mengetahui bagaimana relevansi teori nilai tenaga kerja menurut ibnu 
khaldun dan karl marx dalam konteks ke indonesiaan 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitan yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri dan 
diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
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a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan keilmuan 
dalam bidang pengetahuan tentang konsep nilai tenaga kerja. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi sumbangn pemikiran yang dilakukan dengan 
mengambil pendapat yang diungkapkan dari tokoh pemikir timur tengah dan barat 
dalam hal Ibnu Khaldun dan Karl Marx 
b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan mampu mewarkan gagasan sebagai 
masukan serta rujukan bagi penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai 
penunjangdan bahan kajian yang berkaitan dengan pemikiran Ibnu Khaldun dan 
Karl Marx terkait nilai tenaga kerja 
H. Sistematika Penulisan 
 Penelitian ini disusun menjadi 5 bab yang pembahasannya menggunakan 
sistem piramida terbalik, artinya penelitian ini ditulis dari pembahasan yang sifatnya 
umum hingga pembahasan yang sifatnya lebih khusus sampai akhirnya tiba menarik 
sebuah kesimpulan atau benang merah yang menjadi jawaban atas rumusan masalah 
dalam penelitian ini. 
 Bab 1 pada penelitian ini membahas tentang latar belakang penelitian, 
rumusan masalah, fokus penelitian, pengertian judul, tinjauan pustaka, metodologi 
penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab 2 membahas 
tentang biografi dari tokoh-tokoh yang sedang diteliti dalam hal ini Ibnu Khaldun dan 
Karl Marx serta pemikirannya dibidang ekonomi  secara umum. 
 Selanjutnya pada bab 3 akan dijelaskan tentang konsep pengupahan dan 
ketenagakerjaan yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini. Sedangkan pada bab 





tentang nilai tenaga kerja, pemikiran Karl Marx tentang nilai tenaga kerja, dan 
terakhir relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx tentang nilai tenaga kerja 
dalam konteks ke Indonesiaan. Dan terakhir bab 5 yang berisi kesimpulan dalam 
penelitian ini. Sesudah bab 5 hanya ada daftar pustaka yang berisi rangkuman 







A. Ibnu Khaldun 
 1. Riwayat Hidup 
 Ibnu Khladun lahir pada bulan Ramadhan 732 H atau dalam kalender masehi 
bertepan pada tanggal 22 Mei 1332 M di Tunisia. Beliau lahir dari kalangan keluarga 
pejabat pemerintahan, berpangkat dan memiliki pengetahuan yang luas
28
. 
Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Khaldun adalah nama lengkap beliau, 
keluarganya memanggilnya dengan nama Abu Zaid sementara sapaan populernya 
diambil dari nama kakeknya yang merupakan orang pertama memasuki wilaya 
andalusia bersama dengan rombongan para penakluk kebangsaan Arab yaitu Khalid 
bin Usman
29
. Abu Zaid atau lebih akrab dipanggil Ibnu Khaldun jika ditelisk 
berdasarkanr garis keturunannya beliua masih memiliki hubungan darah dengan salah 
satu sahabat Nabi yang terkemuka yaitu Wail bin Hajr
30
. 
 Ibnu Khaldun tercatat sebagai seorang cendekiawan yang rajin menulis, 
tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun sudah menyebar kemana-mana karena 
studinya yang sangat dalam, pengenalan terhadap berbagai masyarakat yang 
                                                             
28
Martina Dwi, “Menelaah Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun” Jurnal Ijtihad 9, no. 1 (2015): 
h. 82 
29
Ulis Dwi Wardani, “Studi Mengenai Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Penulisan Sejarah 
Tahun 1374-1382 M”, Skripsi (Surakarta: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret, 2009), h. 56 
30
Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 





dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta karena ia hidup ditengah-
tengah mereka dalam penggamabaran yang luas pula
31
. 
 Selama masa hidupnya Ibnu Khaldun banyak menulis buka-buku dari 
berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti beliau menulis berbagai ringkasan dari 
buku karya Ibnu Rusd yaitu Syarh al-Burdah, menulis sebuah catatan dari ringkasan 
buku Matiq, beliau juga menulis ringkasan dari kitab karya Fakhar Al-Din Al-Razi 
sebuah buku Ushul Fiqih, selain itu beliau juga menulis buku tentang ilmu 
Matematika, dalam bidang sejarah Ibnu Khaldun berhasil membuat karya terkenal 
berupa buku yang berjudul Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada’ wa Al-Khabar fi Tarikh 
Al Arab wa Al-Ajam wa Al-barbar, dan sebuah karya besar mengenai teori metode 
dinamika dalam sebuah karya yang berjudul Muqaddimah
32
 
 Di akhir hidupnya, ia tidak lagi tertarik dengan glamor kehidupan dunia 
bahkan ia menolak banyak tawaran jabatan politik dikarenakan ingin konsentrasi 
dalam kontribusi intelektual
33
. Pada tahun 1378 sampai 1382 Ibnu Khaldun berpindah 
dari tunisia ke Iskandaria kemudian disana beliau menghabiskan sebagaian hidupnya 
dengan menjadi guru besar dalam bidang ilmu hukum dan akhirnya wafat pada 
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2. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun
35
 
Ibnu Khaldun seorang tokoh pemikira kelahiran tunisia yang lebih populer 
disebut sebgai bapak ilmu sosial, dengan gelar bukan berarti beliau menapikkan 
bidang ilmu lainnya termaksud bidang ilmu ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari maha 
karya yang ditulis Ibnu Khladun yaitu kitab Muqaddimah, dalam kitab itu Ibnu 
Khaldun banyak meletakkan dasar-dasar pemikiran pada berbagai ilmu 
pengetahuaan khususnya ilmu pengetahuan mengenai civiliza-tion atau al-umran. 
 Kontribusinya yang sangat signifikan Terkait pemikirannya dibidang 
ekonomi membuat Ibnu Khaldun layak tercatat dalam sejarah pemikiran ekonomi 
timur tengah sebagai bapak ekonomi. Sekitar tiga ratus tujuh puluh tahun 
meninggalnya Ibnu Khaldun gelar bapak ekonomi diberikan kepada Adam Smith. 
Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun terkait ekonomi bisa disejajarkan dengan para 
pemikir ekonomi klasik barat seperti Adam Smit, David Ricardo, Thomas Mathlus 
bahkan sampai pemikir ekonomi neo-klasik seperti Keynes. Terdapat beberapa 
konsep pemikiran Ibnu Khaldun dibidang ekonomi dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a. Konsep Uang36 
Dalam menjelaskan konsep uang Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa selain 
berfungsi sebagai mata uang, emas dan perak juga berfungsi sebagai alat pertukaran 
dan pengukur nilai sesuatu. Dan bila dalam keadaan tertentu manusia mencari 
barang-barang yang lain dengan tujuan untuk mendapatkan emas dan perak. Semua 
barang kecuali emas dan perak merupakan subjek dari pergulatan pasar, sementara 
emas dan perak dikatakan sebagai kekayaan, hak milik dan keuntungan.  
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Sedana dengan pemikiran Al-Ghazali terkait konsep uang, Ibnu Khaldun 
juga menjelaskan : 
Bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak 
menjadi standar nilai uang. Uang tidak mengadung emas dan perak 
melainkan merupakan jamainan dari pemerintah menetapkan nilainya. 
Karena itu pemerintah tidak boleh merubahnya, pemerintah wajib menjaga 
nilai uang yang dicetak karena masyarakat menerimanya tidak berdasarkan 
berapa kandungan emas dan perak didalamnya. 
Maka dari itu Ibnu Khaldun berpendapat bahwa konstannya harga emas dan 
perak sebagai uang, dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah, kekuatan 
penawaran dan permintaan menentukan kenaikan harga atau penurunan harga. 
Setiap barang mempunyai harga keseimbangannya. Hal ini sangat sesuai dengan 
teori permintaan dan penawaran, bila memproduksi makanan jauh lebih banyak 
daripada yang dibutuhkan suatu kota, harga makanan akan menjadi murah, demikan 
sebaliknya. 
Mengenai standar mata uang Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa bersamaan 
dengan kemajuan zaman dan perkembangan perekonomian, sejalan dengan itu maka 
standar mata uang akan mengalami peralihan. Terkait nilai tukar mata uang, 
menurut Ibnu Khaldun bahwasanya kekayaan suatu negara tidak dapat diukur dari 
banyaknya uang yang dimiliki suatu negara, akan tetapi dilihat dari seberapa tinggi 
tingkat produksi suatu negara yang dibuktikan dengan neraca pembayaran yang 
positif. 
b. Mekanisme Harga37 
Penetapan harga atas suatu produksi dipasar sangat dipengaruhi oleh faktor 
permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa hal 
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yang menyebabkan kenaikan harga adalah meningkatnya penawaran atau penurunan 
penawaran, demikian sebaliknya yang menyebabkan penurunan tingkat harga yaitu 
menurunya tingkat penawaran dan meningkatnya tingkat permintaan. 
 Penurunan harga secara drastis akan merugikan pedagang bahkan 
mendorong mereka keluar dari pasar, sementara kenaikan harga akan sangat 
menyusahkan konsumen. Harga “damai” dalam kasus ini sangat diharapkan oleh 
kedua bela pihak, karena bukan saja memungkinkan para pedagang mendapatkan 
pengembalian yang ditolerir oleh pasar juga mampu menciptakan kegairahan pasar 
dengan meningkatkan penjualan untuk memperoleh tingkat keuntungan dan 
kemakmuran tersendiri. Akan tetapi, sebaliknya harga yang rendah dibutuhkan pula, 
karena memberikan kelapangan bagi masyarakat miskin yang menjadi mayoritas 
dalam sebuah populasi. 
Dalam masa infalasi dan deflasi, penetapan harga yang stabil dan tingkat 
biaya hidup yang lebih rendah cenderung menjadi pilihan masyarakat dengan 
pertimbangan keadilan dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi akan merusak keadilan, 
sedangkan deflasi akan mengurangi insentif dan efisiensi. Harga rendah untuk 
kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai melalui penetapan harga baku oleh 
negara karena hal itu akan merusak insentif bagi produksi. Menurut Ibnu Khaldun, 
tingkat pendapatan keuntungan, tingkat kinerja manusia, tenaga buruh dalam hal ini 
pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, jaminan keamanan dan kemampuan secara 
teknik serta perkembangan tenaga kerja secara keseluruhan, penurunan harga yang 
menyebabkan penurunan modal, tingkat penawaran menurun sehingga mendorong 
terjadinya resesi yang mengakibatkan para pedagang dan pengrajin menderita. Di 





masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kebiasan dan adat masyarakat serta 
tingat pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat secara umum. 
c. Devision of Labour
38
 
Dalam menjelaskan teori devision of labor, Ibnu Khaldun beranggapan 
bahwa manusia akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar dan 
mengungtungkan apabila ia bekerja sama dengan manusia lain, dibandingkan 
dengan apa yang dihasilkan ketika bekerja dengan sendirinya. Dengan kata lain, 
seorang individu tidak akan mampu memenuhui kebutuhan hidupnya tanpa bekerja 
sama dengan individu yang lain 
Menurut Ibnu Khaldun konsep pembagian kerja seharusnya dilakukan 
dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produsksi. Untuk meningkatakan hasil 
produksi maka perlu adanya pembagian kerja sesuai dengan bakat dan keahlian 
masing-masing tenaga kerja sehingga para pekerja dapat meningkatkan 
produktivitasnya yang dapat mempengaruhui terhadap peningkatan hasil produksi 
secara total. 
Seperti yang dikemukakan Ibnu Khaldun, bahwa dengan bekerja sendiri 
manusia atau setiap individu sangat sulit untuk memenuhi keperluan hidupnya. 
Maka dari itu manusia harus saling bekerja sama dalam hal memenuhi kebutuhan 
ekonominya sehari-hari. Apa yang diperoleh setiap individu dengan bekerja sama 
jauh lebih besar daripada apa yang diperoleh individu dengan bekerja sendiri. 
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Dalam memperoleh pendapatan dan modal dalam kegiatan ekonomi, salah 
satu faktor yang sangat penting adalah tenaga kerja. Setiap nilai yang didapat untuk 
memperoleh keuntungan dan modal merupakan hasil dari nilai tenaga kerja itu 
sendiri karena semua nilai tersebut belum mampu diperoleh tanpa tenaga kerja. 
Sekalipun keuntungan yang didapat dari sesuatu yang bukan keahlian. 
Dalam teori ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa terdapat dua jenis 
pendapatan yaitu pendapatan kotor dan mencari nafkah. Pendapatan kotor yang 
dimaksud disini adalah pendapatan yang diperoleh sesorang dengan menjuak 
sesuatu ke orang lain dengan mempertimbangkan biaya bahan baku dan biaya 
produksi, sementara mencari nafkah adalah seseorang bekerja dengan tujuan 
memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam mengartikan ribh tergantung dari 
konteksnya atau sudut pandang seseorang, baik diartikan sutu laba atau suatu 
keuntungan kotor. Apabila biaya bahan baku serta sudah tercakup dalam harga suatu 
objek maka ribh dalam hal ini dapat diartikan sebagai pendapatan kotor. 
Menurut Ibnu Khaldun, pendapatan individu disuatu tempat berbeda dengan 
pendapatan ditempat lain, walaupaun jenis pekerjaaannya sama. Sebagai contoh 
pendapatan seorang hakim di negara A berbeda dengan pendapatan hakim di negara 
B, hal yang sama berlaku untuk jenis pekerjaan yang lain. Perbedaan pendapatan ini 
dikarenakan faktor standar hidup dan kemakmuran disetiap tempat itu berbeda-beda. 
Berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun ini, Adam Smith mencoba membuktinya 
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dengan membandingkan pendapatan di negara Inggris dan di Bengal. 
Tolak ukur melihat kemakmuran dan kekayaan suatu negara adalah 
peningkatan dalam produktivitas tenaga kerja, dan pertukaran barang dalam suatu 
pasar yang besar. Kontribusi tenaga kerja sebagai nilai yang dapat meningkatkan 
kekayan pada suatu negara, bukan pertama kali dijelaskan oleh Adam Smith. Hal 
sebaliknya berlaku jika suatu keadaan dimana terjadi penurunan tingkat 
produktivitas akan menyebabkan merusak laju perekonomian dan tentunya 
mempengaruhi pendapatan masyarakatnya. Untuk meningkatkan produktivitas dan 
pendapatan suatu neagra, individu harus diberikan kebebasan dalam kegiatan 
ekonomi sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki setiap individu, karena 
dengan ini dapat meningkatkan kreatifitas individu dalam menghasilkan suatu 
barang atau produk. 
e. Makro Ekonomi dalam Pajak40 
Ibnu Khaldun berpendapat bahwa hal yang dapat mempengaruhi peningkatan 
pendapatan dari hasil pajak adalah kemajuan dibidang bisnis dan pemungutan pajak 
yang tidak berlebihan. Ibnu Khaldun merupakan tokoh pemikir ekonomi pertama 
yang berhasil menemukan teori terkait cara menghitung presentasi maksimum dalam 
perhitungan perpajakan. Teori perpajakan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun 
banyak mempengaruhi kasana pemikiran para ekonom barat seperti Artur Laffer. 
Sebagai bukti, Artur Laffer berhasil mengembangkan teori perpajakan yang 
dikemukakan oleh Ibnu Khaldum sekitar abad 14 yang dimana Artur menamainya 
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sebagai kurva leffer yang dapat mengukur presentasi perpajakan yang digambarkan 
dalam bentuk grafik 
Melalui pembelajaan yang dilakukan suatu negara dapat menjadi faktor dalam 
peningkatan produksi sementara hal yang mempengaruhi penurunan tingkat produksi 
adalah pajak, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa negara merupakan faktor 
penting dari peningkatan produksi. Untuk meneningkatkan pembangunan 
ekonominya, pemerintah harus perlu mengeluarkan kebijakan membuka pasar 
sehingga permintaan barang dan jasa meningkat yang dimana kenaikan permintaan 
barang merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi 
disuatu negara. Semaking banyak belanja yang dilakukan pemerintah, semakin maju 
pula perekonomian suatu negara, karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 
kestabilan segala sektor memerlukan belanja yang banyak. Artinya jika pemerintah 
ingin meningkatkan pembangunan di negaranya, maka pemerintah harus lebih 
memperhatikan masyarakatnya dan memberikan subsidi modal sehingga dapat 
membantu perkembangan ekonomi. 
Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam memulai usaha, pemerintah 
harus lebih memperhatikan pemungutan pajak akan tidak terlalu besar, sehingga 
kemungkinan akan diperoleh keuntungan yang tinggi bahkan setelah mengeluarkan 
pajak. Pemungutan atau pembayaran pajak yang rendah untuk para pelaku bisnis akan 
mendorong minat berbisnis masyarakat dan mampu meningkatkan penerimaan negara 
dalam bentuk pajak secara kseluruhan dari total setimasi pendapatan dari pajak 
Selain pembayaraan pajak yang tinggi, salah satu faktor yang mempengaruhi 





terbilang cepat. Dengan berlakunya penerapan waktu pembayaran pajak akan 
berdampak pada kenaikan kebutuhan-kebutuhan suatu negara dan jelas nilai pajak 
akan mengalami kenaikan. Dampak dari kenaikan pemayaran pajak akan 
berpengaruhi terhadap kegiatan usaha mengalami kelusuhan dan kemerosotan di 
sektor bisnis serta penerimaan dari hasil perpajakan akan menurun 
Ibnu Khaldun mengemukakan pentingnya keadilan disekot perpajakan, 
Dengan biaya pajak yang rendah akan meningkatkan pendapatan pajak suatu negara 
yang akan mendorong perekonomian menjadi sejahtera, sementara perekonomian 
suatu negara akan mengalami defresi apabila pendapatan sektor pajak menurun 
dikarenakan biaya pajak yang tinggi. Keadaan ini secara tidak langsun memaksa 
masyarakat mengalami ketimpangan dalam mendapatkan keadilan dalam 
memperoleh kemakmuran.  
Ketika niat untuk mendapatkan kemakmuran sudah tidak dimiliki lagi oleh 
masyarakat alhasil rakyat akan mogok bekerja, hal ini dikarenakan semakin banyak 
pembenaan maka akan berdampak pada produktivitas masyarakta. Akibatnya, selain 
pendapatan pajak yang menurun dan kondisi masyarakat yang memburuk juga secara 
tidak langsung akan mempengaruhi kondisi pasar bahkan kemungkinan pasar akan di 
tutup. Dengan pertimbangan tersebut, Ibnu Khladun sangat menekankan pentingnya 
keadilan dalam perpajakan, karena menurut Ibnu Khaldun pajak yang adil akan 
sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Untuk menghindari resiko 
dari menjauhnya masyarakat dari pemerintah, maka pemerintah harus melakukan 
transparansi kepada rakyat terkait belanja yang dilakukan negara. Karena pada 










Salah satu teori pemikiran Ibnu Khaldun adalah perdagangan internasional, 
berdasarkan pengamatan dan pengkajiannya Ibnu Khaldun mengatakan bahwa 
kepuasan dari masyarakat, pendapatan yang diperoleh para pedagang dan 
peningkatan kekayaan suatu negara merupakan sedikit dari banyaknya keuntungan 
yang didapat dari kebijakan perdagangan internasional. Oleh karena itu, Ibnu 
Khaldun salah satu pemikir ekonomi yang mendukan adanya hubungan perdagangan 
antar negara atau perdagangan internasional. Harga produk lebih murah dibandingkan 
dengan biaya untuk memproduksinya sendiri, kualitas mutu yang baik dan produk 
yang benar-benar baru. Ketiga hal tersebut yang menjadi poin pertimbangan suatu 
negara menetapkan kebijakan perdagangan internasional.  
Berdasarkan analisis dan pemikirannya dibidang hubungan perdagangan luar 
negeri, Ibnu Khaldun layak mendapatkan penghargaan dari pencapaian tersebut. Pada 
sekitar tahun 1752 pokok dasar pemikiran Ibnu Khaldun terkait keuntungan yang 
didapat negara ketika menerapkan perdaganagan luar negeri telah dikembangkan oleh 
David Hume tepat setelah political discourse. Walaupun menjadi orang pertama yang 
mengcetuskan pemikiran tersebut yang sangat penting dibidang ekonomi, akan tetapi 
penghargaan “Bapak Ekonomi” diberikan kepada Adam Smith. Meskipun tidak bisa 
dielakkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun juga dipengaruhi oleh pemikir 
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ekonomi sebelumnya seperti teori spesialisasi yang dicetuskan Plato, Aristoteles 
dengan teorinya analisis uang, dan Thahir Ibn al-Husyan tentanh peran pemerintah.  
Meskipun pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dibidang ekonomi yang tidak 
menutup kemungkinan dipengaruhi oleh pemikir ekonomi pendahulunya. Akan 
tetapi, Ibnu Khaldun banyak memberikan gagasan yang asli terkait pemikirannya 
dalam bidang ekonomi diantaranya pemikirannya terkait pembagian kerja, uang dan 
penetapan harga, produksi dan penyaluran barang, pembentukan dan pertumbuhan 
modal, merek dagang yang mendunia, trade cyclys, properti dan kemakmuran, 
kependudukan, bidang pertanian, industri dan pajak dan public expenditure 
B. Karl Marx 
1. Riwayat Hidup 
 Karl Marx seorang pemikir ekonomi kelahiran Their salah satu kota yang ada 
di prusia yang lahir pada tanggal 5 Mei 1818 dalam lingkungan keluarga yahudi. 
Marx sendiri memiliki nama lengkap yaitu Karl Heinrich Marx.
42
 Kota kelahiran Karl 
Marx, Their sebelumnya termaksud kota yang berada dibawah kekuasan Prancis yang 
saat itu dipimpin oleh Napoleon yang kemudiaan diambil alih oleh kerajaan Prusia 
tepatnya setelah masa pemerintahan Napoleon dikalahkan
43
. Ayah Karl Marx 
merupakan pengacara yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Kristen 
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Protestan dengan tujuan agar dirinya memiliki peluang mendapatakan kedukakan 
dipemerintahan Pruasia yang dimana mayoritas agama adalah Kristen Protestan
44
.  
 Pada tahun 1835, Karl Marx menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah 
menengahnya tetap setelah berusia 17 tahun, kemudian Marx melanjutkan pendidikan 
di Universitas Berlin sebagai mahsiswa Fakultas Hukum. Karl Marx menghabiskan 
masa pendidikannya sebagai mahsiswa hukum dengan menjadi mahasiswa yang 
pemiliki pemikiran filsafat Hegel kemudian memutuskan menjadi Hegelian muda. 
Setelah menyelesaikan pendidikanya sebagai mahasiswa hukum, Karl Marx akhirnya 
bekerja sebagai seorang jurnalis di salah satu media cetak yang berada dibawah 
kekuasan kerajaan Pruasia yaitu Rhenish Gazette. Bekerja dibawah kekuasan 
pemerintah mengharuskan para jurnalis menulis laporan berita yang pro terhadap 
pemerintah, termaksud Karl Marx. Karl marx yang bekerja sebagai jurnalis dibawa 
kekuasan pemerintah tidak membuat dirinya patuh, ia malah membela secara terang-
terangan perlawanan yang dilakukan para pekerja Silesian, berita yang seharusnya 
ditulis sesuai keinginan pemerintah ia manipulasi. Perlawanan Karl Marx terhadap 
kekuasan Pruasias tidak lepas dari pemikiran filsafata hegel yang ia dapat semasa 
menjadi mahasiswa hukum di Universitas  Berlin sehingga keperpihakan Karl Marx 
kepada pemberontakan pekerja Silesian membuat ia diusir dari Prusia
45
.  
Setelah diusir dari Prusia kondisi perekonomian Karl Marx sangat 
memprihatinkan ia sudah tidak mempunyai pendapatan tetap sehingga sulit untuk 
memenuhi kebuthan hidupnya. Karl Marx harus rela kehilangan salah satu satu 
anaknya dikarenakan kurang makanan bahkan kondisi ini membuat istrinya 
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mengalami gangguan psikologi. Karl Marx terbilang orang yang memiliki sikap 
otoriter dan sering menyinggun perasaan orang-orang didekatnya karena itu hampir 
semua teman-teman seperjuangan karl Marx memiliki hubungan kurang baik 
dengannya, kecuali teman baik Karl Marx yaitu Engels yang masih bersedia 
membantu Karl Marx dan keluarga untuk bertahan hidup
46
.  
2. Pemikiran Ekonomi Karl Marx
47
 
 Tahap baru perjalanan Karl Marx sebagai tokoh pemikir dimulai setelah 
memutuskan untuk pindah ke London, disana Karl Marx berhasil menemukan teori-
teori terkait ilmu hukum dan ekonomi yang sangat berpengaruhi terhadapa 
perkembangan kasanah pemikiran pada saat itu. Marx dalam beberapa tulisannya 
memaparkan pokok-pokok pemikiran materialis. Bahkan Karl Marx memprediksi 
bahwa kapitalis memiliki potensi untuk runtuh dan keruntuhan paham kapitalis akan 
membawa lahirnya paham masyarakat sosialis. 
 Karl Marx dalam membuktikan pendapatnya mengenai kehancuran paham 
kapitalis dan bangkitnya paham sosialis, beliau berhasil menulis buku  pertamanya 
menjadi sebuah karya besar pemikirannya yaitu Das Kapital jilid pertama, kemudian 
setelah meninggal barulah rilis jilid kedua dan ketiga yang diterbitkan oleh sahabat 
baiknya yaitu Engels yang melanjutka karya-karya Karl Marx. Beberpa pemikiran 
dan kritik Karl Marx tentang ekonomi dapat di lihat dari beberapa hasil pemikirannya 
yang akan dijabarkan berikut 
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a. Keterasingan Manusia 
Di bawah pengaruh paham kapitalis, Karl Marx mencoba menganalisa 
mengenai keterasingan manusia dengan menjelaskan bagaimana sifat dasar yang 
dimiliki manusia berpenagruh terhadap pekerjaannya. Analisis Karl Marx melihat 
manusia sebagai mahkluk yang memiliki kretifitas yang tinggi sehingga manusia 
dapat memaksimalkan pekerjaannya, manusia mampu menciptakan kebutahan 
hidupnya melalui pemanfaatan bahan material. Melihat dari sudut pandang kapitalis, 
Karl Marx berpendapat bahwa yang menjadi penyebab keterasingan manusia adalah 
sistem pembagian pekerjaan dan kepemilikan pribadi sesuai paham kapitalis yang 




Kegiatan kerja yang seharusnya memberikan kebahagian untuk kaum pekerja, 
kerena dengan bekerja manusia mampu merealisasikan kemampuan yang ada dalam 
dirinya, tetapi untuk sebagian pekerja merasa tidak mendapatkan kebahagian atas 
aktivitas kerjanya, khususnya mereka yang bekerja untuk kaum-kaum kapitalis
49
. 
Ketidak nyamanan yang didapatkan para pekerja dibawa kaum kapitalis atas aktivitas 
kerjanya dikarenakan mereka tidak lagi memiliki kreativitas melakukan ide-ide dalam 
kegiatan produksi akan tetapi mereka harus bekerja untuk memenuhi kewajibannya 
terhadap para pemilik modal dalam hal ini pengusaha kapitalis. Hal ini dikarenakan 
sistem yang diterapkan kaum kapitalis adalah semua kegiatan produksi seperti 
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 Karl Marx berasumsi bahwa ada empat sisi keterasingan manusia dalam hal 
hubungan dengan kerja. Pertama, keterasingan para pekerja atas hasil kerjanya 
sendiri, artinya pekerja tidak bisa menikmati hasil dari kerjanya, misalnya buruh 
nelayan harus membeli ikan diatas dari kemampuannya. Kedua, keterasingan dari 
aktivitas kerja artinya para pekerja tidak lagi merasakan kepuasan atas apa yang 
dikerjakannya hal ini dikarenakan para pekerja melakukan pekerjaannya tidak dengan 
keadaan rela melainkan sekedar melaksanakan kewajibannya atas pekerjaanya dari 
para kapitalis. Ketiga, terasing dari kemampuan dari kemanusiannya sendiri artinya 
dengan bekerja dalam keadaan keterpaksaan maka hal itu yang mengakibatkan 
pekerja tidak lagi mampu untuk bekerja sesuai kemampuannya yang berakibat 
terhadap kreativitas pekerja menuru, dan sisi keterasingan yang terakhir menurut Karl 
Marx adalah keterasingan dari lingkungan, dengan adanya konsep pembagian kelas-
kelas sosial dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara 
masyarakat kelas pemilik modal dengan masyarakat kelas pekerja merupakan 
penyebab keterasingan manusia dari lingkungan sosialnya. 
b. Materialisme Historis51 
Dasar dari pemikiran Karl Marx mengenai konsep materialisme historis 
dimulai dengan prinsip bahwa kegiatan produksi merupakan faktor yang menentukan 
lahirnya pembagian kelas-kelas sosial dalam masyarakaat. Bagaimana sesuatu itu 
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dihasilkan, dan dipertukarkan. Menurut Karl Marx faktor yang berperan dalam 
membangun struktur kebudayaan, undang-undang, pemerintah, dan diperkuat dengan 
ideologi politik, sosial dan keagamaan adalah faktor ekonomi. 
Secara pokok dalam mejelaskan materialisme historis Karl Marx terdapat tiga 
hal pokok yang mendasari pemikirannya. Pertama, pembentukan dalam tatanan 
kegiatan ekonomi masyarakat terutama mengenai produksi merupakan letak dasar 
masyarakat. Kedua, dalam masyarakat terdapat sistem pembagian kelas-kelas 
masyarakat yang dimana setiap kelas masyarakat mempunyai kepentingan yang 
berbeda-beda. Dan terakhir, konfilk antar kelas dalam masyarakat biasanya 
disebabkan oleh pekembangan sejarah  
c. Teori Nilai Lebih52 
Para teoritis kalangan Marxisme dalam mengkritik sistem ekonomi yang 
diterapkan para kapitalis menggunnkan teori nilai lebih. Dalam teori nilai lebih ini 
dengan jelas mengambarkan bagaimana konsep produksi yang diterapkan kaum 
kapitlais sekaligus menjelaskan bagaimana hubungan antara pekerja dan pemilik 
modal. Artinya nilai lebih dalam sistem kapitalis dapat dikatakan keuntungan lebih 
yang diperoleh kapitalis dari kegiatan produksi para tenaga kerja dengan perhitungan 
selisi anatara biaya produksi dengan nilai jual dari barang yang dihasilkan. 
Menurut analisis para pemikir ekonomi, menjelaskan nilai lebih sebagai 
hubungan antara nilai yang dihasilkan para tenaga kerja dengan neilai yang didapat 
pekerja atas kerjanya sendiri. Berdasarkan asumsi tersebut kita akan mengetahui 
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pengertian tenaga kerja dalam produksi kapitalis. Menurut analisa Karl Marx tenaga 
kerja kapitalis dapat setarakan dengan faktor produski lainnya yang diperukan dalam 
kegiatan produksi seperti bahan pokok, teknologi dan sebagainya, sehingga tenaga 
kerja memiliki hak untuk memperoleh nilai dalam bentuk upah atas tanaga yang 
digunakan dalam kegaiatan produksi. Fsktor produksi seprti peralatan yang 
dibutuhkan dalam proses produksi di nilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh peraltan tersebut dikarenakan peralatan produksi tidak akan mengalami 
peningkatana nilai melainkan hanya mengalami penurunan nilai. 
Aktivitas kerja yang dilakukan para tenaga kerja merupakan faktor terpenting 
dalam kegaiatan produksi karena ia merupakan satu-satunya sumber yang dapat 
mendatangkan keuntungan dalam ekonomi kapitalis, artinya dapat ditarik kesimpulan 
bahwa melalui kerja yang dilakukan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang 
mampu menghasilkan pertambahan nilai. Kedudukan tenaga kerja dapat disejajarkan 
dengan komoditas secara otomatis memiliki peran dalam hubungan ekonomi yang 
diamana diperlukan sebagai komoditas. Ekonomi kapitalisme hanya mengakui 
pekerja sebagai pendukung dalam kegiatan produksi sementara nilai dari kerja yang 
dilakukan dapat diberikan dalam bentuk upah. 
d. Teori pertentangan kelas 
Dalam menjelaskan teori ini Karl Marx berpendapat bahwa sejarah 
pertentangan kelas merupakan sejarh yang sudah terjadi dari dulu hingga saat ini. 
Pertentangan kelas ini dapat dilihat dari waktu ke waktu, pada zaman kuno terdapat 
pertentangan kelas yang terjadi antara para bangsawan yang memiliki kemerdekan 





sendiri. Beralih ke masa pertengahan terdapat kaum pemilik tanah dan para kaum 
sahaya yang merupakan para penggarap tanah yang dimiliki pihak tuan tanah, 
kemudian pada era modern saat ini terdapat pertentangan kelas antar para majikan 
yang memiliki dan menguasahi alat-alat produksi sementara terdapat pihak buruh 
yang mengelolah dan menjual alat-alat produksi kepada para majikan. 
Menurut Karl Marx, kondisi yang dihadapi oleh para kelas bawah akan 
melahirkan sebuah perlawanan terhadap kesewenangan yang dilakukan para kelas 
atas atas. Perlawanan ini jelas dilakukan oleh para kelas bawah dengan tujuan untuk 
membebaskan diri mereka  ddan meningkatkan status kesejaterahan mereka
53
 
e. Konsentrasi dan akumulasi Modal54 
Tolak ukur yang berlaku dalam hukum pasar dilihat dari persaingan yang 
dilakukan antara pengusaha dalam suatu pasar, semakin besar laba maka semakin 
besar pula kemungkinan suatu perusahan untuk memenangkan persaingan 
dikarenakan dengan laba atau keuntungan yang besar akan mempengaruhui 
peningkatan modal suatu perusahan.  
Karena itu, untuk memperluas produksi kaum kapitalis mereka harus 
mengalahkan saingan dengan cara menjual produk dengan harga murah untuk itu 
kapitalis harus meningkatkan produktivitas produksinya. Berdasarkan hal tersebut 
untuk meningkatkan tenaga buruh maka pihak kapitalis harus melakukan pembaruan 
terhadp mesin-mesin produksi mereka secara otomatis akan berdampak terhadap 
modal pra kapitalis, karena itu menurut Karl Marx kapitalisme mengatur kebijakan 
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bahwa modal yang dikuasi pribadi akan ditekan sehingga modal hanya akan dikuasi 
oleh sebagian orang. 
C. Kerangka Konsep 
 Secara sederhana hubungan antara objek yang akan diteliti dalam penelitian 
ini digambarkan dalam sebuah kerangka konsep yang memuat objek-objek penelitian 
serta hubungan masing-masing objek tersebut. Objek-objek yang akan diteliti dalam 
penelitian ini adalah Ibnu Khaldun, Karl Marx dan Teori Nilai Tenaga Kerja. Adapun 









    














Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dipahami bahwa hubungan antara Ibnu 
Khaldun dan Karl Marx adalah hubungan relevansi pemikiran keduanya terkait nilai 
tenaga kerja, dimana keduanya dalam menjelaskan nilai tenaga kerja sama-sama 
menekankan pentingnya kerja bagi manusia untuk memperoleh nilai dari tenaga 
kerjanya dimana Ibnu Khaldun dan Karl Marx menyebutnya upah. Sehingga dapat 











A. Tinjauan Konsep Tenaga Kerja Di Indonesia 
1. Pengertian Tenaga Kerja 
Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan pada suatu negara sangant 
ditentukan dengan peran yang dilakukan para tenaga kerja, secara tidak langsung 
dapat dikatakan bahwa faktor tenaga kerja bisa menjadi penunjang baik tidaknya 
suatu pembangunan. Dalam kegiatan produksi terdapat beberapa faktor yang sangat 
menentukan seperti bahan mentah, teknologi dan lain sebagainya, namun selain 
daripada itu tenaga kerja bisa dikatakan sebagai faktor terpenting dalam sebuah 




Pengertian tenaga kerja dalam Undang – Undang dijelaskan bahwa semua 
individu yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan suatu produk baik dalam 
bentuk barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan khalayak umum 
dan terkhusus untuk kebutuhan pribadinya.
56
  
Menurut Suroto, mereka yang mempunyai pekerjaan atau yang ingin bekerja 
serta mereka yang sedang menempu pendidikan dan mengurus rumah tangga disebut 
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. Pengertian lain terkait tenaga kerja dikemukan oleh Dumary, 
menurutnya jika seseorang sudah melewati batas usia kerja yang ditentukan disuatu 
negara. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda terkait batasan minimal dan 
maksimal dalam bekerja hal ini dikarenakan situasi dan kondisi tenaga kerja disetiap 




Di indonesia pembatasan minimal umur tenga kerja adalah 15 tahun di dasari 
pada kenyataan bahwa rata-rata penduduk di indonesia pada umur 15 tahun sudah 
mulai bekerja atau mencari pekerjaan, khususnya pada penduduk yang berasal dari 
pedesaan. Demikian juga perihal batas maksimal umur tenaga kerja di Indonesia tidak 
ditetapkan melihat di indonesia pemberian tunjangan kerja baik tunjangan kesehatan 
maupun tujangan pensiunan hanya diberikan kebeberapa elemen masyarakat seperti 
pengawai negeri dan sebagian pegawai swasta
59
. 
Mengacu dari bebeberapa pengertian tenaga kerja yang sudah dijelaskan 
diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja ialah 
mereka yang secara usia sudah mencapai batas umur minimal kerja yang ditetapkan 
dalam undang-undang serta memiliki hak untuk menerima konpensasi atas kerja yang 
dilakukan dalam suatu kegaiatan produski 
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2. Klasifikasi Tenaga Kerja 
Klasifikasi tenga kerja merupakan pengelompokan tenagakerjaan berdasarkan 
kriteria berdasarkan standar yang sudah di tentukan.
60
 Yaitu : 
a. Berdasarkan penduduknya 
Klasifikasi tenaga kerja ini dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kerja dan 
bukan tenaga kerja. Semua penduduk yang sudah berusia antara 15-64 tahun yang 
memiliki kemampuan untuk bekerja disebut sebagai tenaga kerja, sementara bukan 
tenaga kerja ialah mereka yang secara usia dibawah atau melibeihi batas umur kerja 
dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja 
b. Berdasarkan batas kerja 
Terdapat dua pengelompokan tenaga kerja dari batas kerja yaitu angakatan 
kerja dimana mereka yang sudah berusia 15 tahun sampai 65 tahun baik mereka yang 
sudah bekerja atau masih semntara berusaha mencari pekerjaan, sedangkan yang 
dimaksud dengan yang bukan angkatan kerja mereka yang sedang berstatus sebagai 
anak didik ataupun mereka yang berstatus ibu rumah tangga. 
c. Berdasarkan kualiatasnya 
Dari segi kualitasnya tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, 
mereka yang disebut sebagai tenaga kerja terdidik adalah mereka yang sudah 
menyelesaikan pendidikannya serta memiliki keahlian atau skill khusus seperti tenaga 
medis dan tenaga pendidik. Kedua, tenaga kerja yang terlatih adalah penduduk yang 
memiliki kemampuan tertentu yang dia dapat dari pengalaman kerjanya. Tenaga kerja 
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yang dimaksud disini seperti dokter beda, tenaga kerja dibidang otomotif. Kemudian 
yang terakhir adalah tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian 
khusus baik itu yang didapat dari jenjang pendidikan ataupun skill yang didapat dari 
pengalam kerjannya, tenaga kerja yang tergolong dalam kategori ini adalah asisten 
rumah tangga, tukang bagunan dan buruh kasar.   
3. Hak tenaga kerja 
Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah diatur secara detail hak-hak 
normatif tenaga kerja, akan akan dijabarkan sebagai berikut : 
a. Pasal 6 UUK : “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakukan yang 
sama tanpa adanya diskriminasi dari pihak perusahaan atau pengusaha” 
b. Pasal 11 UUK : “Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan 
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan 
kemampuannya melalui pelatihan kerja” 
c. Pasal 18 ayat 1 UUK : “Setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan 
kompetensi kerja setalah mengikuti pelatihan kerja” 
d. Pasal 23 UUK : “Tenaga kerja yang telah mengikuti program magang berhak atas 
pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan” 
e. Pasal 31 UUK : “Setiap tenaga kerja berhak mempunyai kesempatan yang sama 
untuk dapat memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan mendapatkan 
penghasilan yang layak didalam dan diluar negeri” 
f. Pasal 86 ayat 1 UUK  : “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh 





perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 
agama” 
g. Pasal 88 ayat 1 UUK : “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan 
yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan” 
1. Kewajiban tenaga kerja  
Selain kepemilikan hak, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan juga di atur mengenai kewajiban tenaga kerja, yaitu : 
a. Pasal 102 ayat 2 UUK : “Dalam melaksanakan hubungan idustrial pekerja dan 
serikat kerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan 
kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelancaran produksi, menyalirkan aspirasi 
secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannyaserta ikut 
memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota dan 
keluarganya” 
b. Pasal 126 ayat 1 UUK : “Pengusaha, serikat kerja dan pekerja wajib melaksanakan 
ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama” 
c. pasal 136 ayat 1 UUK : “Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib 
dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja secara musyarawah untuk mufakat” 
d. pasal 140 ayat 1 UUK : “Sekurang-kurangnya dalam waktu tujuh hari kerja 
sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung 






B. Tinjauan Konsep Upah Di Indonesia 
1. Pengertian upah 
Pengertian upah dalam undang-undang disebutkan bahwa bayaran yang 
berikan oleh majikan kepada buruh atas tenaganya dalam menghasilkan produk yang 
dimana pemayarannya berdasarkan kesepekatan bersama.
61
 Sementara pengertian 
upah menurut beberapa tokoh seperti Sadono mengatakan bahwa hak yang diperoleh 
buruh atas kerjanya yang diberikan dalam bentuk bayaran.
62
 Semntara dalam buku 
Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, Afzalur Rahman menjalaskan pengertian upah 
sebagai bayaran yang wajib dikeluarkan oleh majikan atau perusahan kepada si 
pekerja atau buruh atas jasanya berdasarkan prjanjian kerja.
63
 
Upah maksudnya adalah imbalan pekerjaan yang wajib dibayarkan oleh 
majiakan atas tenaga yang telah dikeluarkan pekerja. Walau para pekerja memiliki 
kewajiban untuk bekerja sesuai keinginan si pemberi kerja, maka majiakan selaku 
pemberi kerja harus memberikan upah yang pada prinsipnya berbentuk uang. Setelah 
pekerja melakukan pekerjaanya sesuai perintah majikan sesuai perjanjian kerja yang 
meraka buat, karena itu buruh mempunyai hak menerima bayaran kerjanya demi 
keberlangsungan hidup pekerja dan keliarganya.
64
 
Jadi berdasarkan beberapa argumen dari tokoh yang disebutkan 
sebelumnya,maka secara pribadi upah adalah nilai yang harus dibayarkan oleh 
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pemberi pekerjaan dalam hal ini pihak perusahaan atas kerja yang telah diselesaikan 
oleh tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja yang sudah disepakati dengan tujuan 
upah tersebut bisa memenuhi keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. 
Artinya upah merupakan nilai untuk tenaga kerja yang telah menyelesaikan atau 
menghasilkan sesuatu.  
2. Jenis – jenis upah 
Menurut Zaeni Asyhadie dalam bukunya Hukum Ketenagakerjaan Bidang 
Hubungan Kerja, membagi jenis-jenis upah yang dikemukan sebagai berikut
65
 
a. Upah Nominal 
Merupakan imbalan yang wajib dibayarkan kepada tenaga kearja atas tenaga 
dalam bekerja berdasarkan kesepakatan bersama 
b. Upah Nyata 
Pemberian imbalan kepada pekerja ini berdasarkan seberpa kecil besarnya 
pengeluaran untuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh pekerja 
c. Upah Hidup  
Ialah upah yang diterima pekerja yang mampu memenuhi kehidupan buruh 
dan keluarganya baik kebutuhan pokok maupun untuk membiayai kebutuhan anaknya 
dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. 
d. Upah Minimum 
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Ialah penetapan upah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan beberapa 
pertimbangan yang kemudian digunakan oleh pihak perusahan sebagai standar upah 
untuk pekerja atau buruh. 
3. Sistem pengupahan 
Sitem pengupahan adalah standar pembayaran upah yang telah diatur oleh 
suatu perusahan untuk para pekerjanya, proses pemabayran upah yang berlaku di 
Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:
66
 
a. Pembayaran upah jangka waktu adalah sitem pengupahan berdasarkan jangka 
wakatu tertentu. Misalnya pemberian upah yang dilakukan perhari, minggu dan 
bulan 
b. Sistem upah potongan adalah sistem pembayaran upah kepada pekerja berdasarkan 
nilai menurut ukuran tertentu. Misalanya banyaknya atau beratnya sesuatu yang 
dihasilkan 
c. Sistem upah pemifakatan ialah pemberian upah perwakilan dimana pihak pemberi 
kerja hanya memberikan bayaran secara keseluruhan kepada satu orang yang 
kemudian satu orang yang dipercayakan ini yang memberikan kepada anggotanya 
d. Sistem skala upah berubah merupakan pembayaran upah yang berdasrkan hasil 
penjual barang produksi, jika hasil penjulan tinggi maka upah yang diterima 
pekerja juga tinggi begitu pula sebaliknya 
e. Sistem upah premi adalah upah yang diberikan untuk prestasi yang dicapai 
pekerja, baik pekerja menambah waktu kerjanya atau hasil yang diperoleh pekerja 
lebih besar dari hasil yang telah ditargetkan. 
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4. Masalah pengupahan 
Masalah-masalah dalam pengupahan yang terjadi di Indonesia ditembulkan 
oleh hal-hal sebagai berikut :
67
 
a. Perbedaan konsepsi antara pekerja dan perusahaan mengenai upah. Bagi pekerja 
upah adalah apa yang menjadi hak mereka atas tenaga yang dikeluarkan dalam 
proses produksi yang diterima dalam bentuk uang. Dilain pihak, perusahan 
memganggap upah sebagai biaya karena semakin besar gaji yang diberikan untuk 
pekerja maka semakin kecil pendapatan yang diterima oleh pemilik perusahan. 
Gaji, tunjangan, cuti dan sebagainya dianggap sebagai kompenen upah oleh 
perusahaan 
b. Adanya perbedaan dalam hal besaran upah yang wajib dikeluarkan perusahan yang 
satu dengan perusahan lainnya, hal inilah kemudian menjadi kesulitan dalam 
pentuaan perumusan kebijakan-kebijakan seperti penetapan pajak penghasilan, 
upah minimum, upah lembur dan sebagainya. 
c. Sulitnya para tenaga kerja untuk memenuhui kebutuhan hidup dan 
keberlangsungan hidup yang layak karena upah yang diterima pekerja masih ada 
yang dibawah standar minimum. 
Keberadaan upah minimum harus betul dijaga oleh pemerintah, upah 
minimum ini tidak hanya didasari pada mekanisme pasar, meskipun para pekerja 
memiliki hak atas kebebasan berserikat hal tersebut tidak cukup mengingat berbagai 
kelemahan internal yang dimiliki pekerja. Masalah upah dapat disebut sebagai pokok 
permasalahan yang sering terjadi dalam perburuhaan. Seperti lambatnya pembayaraan 
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upah, adanya pemotongan upah tanpa ada perundingan terlebih dahulu dengan pihak 
buruh, dan adanya kehendak dari buruh untuk menyamakan gajinya dengan pekerja 
lain yang bekerja di perusahaan yang berbeda. 
Setelah mengetahui pokok permasalahan dalam pengupahan perusahaan 
seharusnya mengambil kebijakan-kebijakan dalam hal memperbaiki apa yang 
memang masih kurang baik sesuai kemampuan dari perusahaan, apabila setelah 
melakukan perusahaan sudah melakukan perbaikan dalam hal pengupahan pekerja 
dan ternyata masih belum mampu dikarenakan kondisi keungan perusahaan. Maka, 
sudah sepatutunya perusahaan melakukan musyawarah dengan para pekerja 
mengenai permasalahan tersebut, dengan musyawarah inilah keinginan pekerja dan 
kemampuan perusahaan akan dapat diselesaikan tanpa ada perselisihan yang berlarut-
larut. 
C. Tinjauan Umum Upah Dalam Presfektf Islam 
1. Pengertian upah  
Secara umum pengertian dari upah menurut pandangan Islam dapat diartikan 
sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemberi kerja kepada pekerja 
sebagai hak atas tenaga kerja yang dilakukan.
68
 Dalam menjelaskan upah Allah SWT 
dalam Al – Qur’an mengatakan bahwa upah merupakan suatu hal yang halal dterima 
pekerja sebagai bentuk konpensasi atas kerja yang dilakukan dan orang yang 
melakukan tindakan perampasan atas upah pekerja mendapatkan acaman dari Allah 
SWT, sesuai dalam firmannya pada QS. At – Talaq ayat 6 : 
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                               
                                
             
Terjemahannya : 
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 
Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
69
 
Dari penjelasan ayat di atas dapat dikatakan bahwa dalam pemberan dan 
penetapan upah harus sesuai dengan kesepakatan antara si pemberi kerja dan si 
pekerja dengan mempertimbangkan pekerjaan yang dilakukan dalam artian upah yang 
diterima harus berbanding lurus dengan pekerjaannya. Sementara upah menurut 
Syafi’i Antonio al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 
melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
(ownership/milkkiyah) atas barang itu sendiri.
70
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Berdasarkan pengertian diatas dapat digaris bawahi bahwa upah adalah harga 
yang dibayarkan oleh majikan (pengusaha) kepada buruh (tenaga kerja) sebagai 
imbalan atau balas jasa yang adil dan layak karena telah menyelesaikan pekerjaannya. 
2. Dasar Hukum Upah  
Dalam hal petapan upah agama sebagai pedoman hidup manusia banyak 
mengatur mengenai kewajiban pembayaran upah atas pekerja. Baik dalam kitab suci 
Al – Qur’an maupun Hadis Rasulullah Muhammad SAW yang banyak di riwayat 
oleh para sahabat ataupun ulama hadis.  
a. Dasar hukum upah dalam Al – Qur’an 
                                   
             
Terjemahan : 
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
71
 
b. Dasar hukum upah dalam Hadist 
عطوا اْألجیرأجره قبل ان یجف عر قةأ   
Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. 
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Berdasarkan hadist diatas penulis berpendapat bahwa setelah pekerja 
menyelesaikan pekerjaannya maka para majilkan atau pemberi kerja diwajibkan 
untuk segera membayar upahnya, begitu pula jika pembayaran upah dibayar dalam 
perbulan maka setelah mencapai satu bulan harus dibayar tidak diperbolehkan 
menunda selagi memiliki kemampuan untuk itu. 
3. Mekanisme Penetapan Upah 
Mekanisme penetapan upah menjadi hal yang penting, sebab melalui 
mekanisme ini dapat diketahui adil atau tidaknya upah. Mekanisme penetapan upah 
dalam konsep Islam terdapat tiga alternatif sebagai berikut:
72
 
a. Mekanisme Musyawarah 
Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai 
keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Maka upah kerja ditetapkan atas dasar 
keputusan bersama yang telah disepakati oleh pengusaha dan pekerja dengan syarat 
adanya keadilan dan kerelaan antara dua pihak yang bertransaksi. Allah SWT. 
berfirman: 
                    
“... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik ...” 
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Mengacu dari penjelasan potongan ayat tersebut, penulis dapat mengambil 
kesimpulan bahwa upah perlu ditentukan secara musyawarah yang dimana ditafsirkan 
sebagai proses tawar menawar untuk menentukan kadar upah diterima kedua belah 
pihak. Memang ayat ini khusus ditujukan kepada penentuan upah kerja menyusui 
bayi, namun konsep musyawarah dalam Islam adalah bersifat umum dan karena itu 
satu prinsip umum penentuan upah boleh diperoleh daripada maksud ayat tersebut. 
Penerapan mekanisme musyawarah ini mempunyai implikasi yang sangat jelas 
terhadap dunia perburuhan, karena memiliki posisi tawar menawar yang sama dalam 
membuat kontrak kerja termasuk juga dalam hal upah. Musyawarah tersebut 
diperbolehkan untuk menyertakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah 
pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam. Mekanisme tersebut 
dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari karena salah 
satu pihak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak yang lain. Upah 
ditetapkan melalui mekanisme ini dikenal dengan ajru al-musamma (upah yang 
disepakati).  
b. Mekanisme Pasar 
Mekanisme ini menetapkan bahwa upah yang akan diterima pekerja 
disesuaikan dengan upah yang berlaku di pasaran, yaitu didasarkan pada penawaran 
dan permintaan tenaga kerja, serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas. 
Namun dalam Islam tidak hanya didasarkan pada upah yang berlaku di pasaran dan 
produktifitas tenaga kerja saja, tetapi juga harus disertai dengan pertimbangan-
pertimbangan kemanusiaan. Oleh karena itu penentuan upah walaupun bergantung 
kepada aspek fiskal, kemahiran, latihan dan mental, akan tetapi juga 





memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Upah yang ditetapkan melalui 
mekanisme ini dikenal dengan ajru al-misl (upah yang sepadan). 
c. Ditentukan oleh Negara 
Negara (pemerintah) memainkan peranan penting dalam perekonomian, yaitu 
menjamin perekonomian berjalan sesuai dengan syari’ah dan menjamin agar tidak 
terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Karena itu jika dalam penetapan upah 
terjadi hal-hal yang dapat merugikan kehidupan salah satu pihak atau bahkan terjadi 
gejolak tidak sehat dalam masyarakat yang dapat mengancam kemaslahatan umum 
maka negara boleh ikut campur menyelesaikannya baik sebagai penengah maupun 
mengeluarkan peraturan dalam rangka menegakan keadilan. Disinilah letak bahwa 
dalam ekonomi Islam selain bersifat etis juga bersifat normatif.  
Tugas negara adalah memastikan upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah 
sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja, tetapi tidak juga terlalu tinggi 
sehingga menafikan bagian pemilik modal dari hasil produksi bersamanya. Negara 
harus menetapkan batas minimum dan batas maksimum dalam pengupahan, adapun 
batasan mengenai upah tertinggih adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan. Islam 
membuka pintu seluasluasnya bagi negara untuk menentukan kebijakan, peundang 







TEORI NILAI TENAGA KERJA MENURUT IBNU KHALDUN DAN KARL 
MARX DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN 
A. Nilai Tenaga Kerja Menurut Ibnu Khaldun 
Dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa:  
“menurut wataknya manusia membutuhkan sesuatu untuk dimakan, dan juga 
untuk melengkapi dirinya dalam semua keadaan dan Allah maha suci telah 
menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia untuk manusia dan 
memberikan kepadanya dan tangan manusia terhampar atas alam dan segala 
sesuatu yang terdapat didalamnya, dimana Allah menjadikan manusia 
sebagai khalifa di bumi”
73
  
Pernyataan Ibnu Khaldun tersebut berlandaskan pada firman Allah SWT 
dalam QS Al-Jatsiyah ayat 13: 
                            
      
Terjemahannya : 
Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di 
bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 




Jika dilihat dari penjelasan Ibnu Khaldun diatas, bahwa dalam pemenuhan 
kebutuhan primer dan sekunder manusia diiperlukan tangan manusia itu sendiri. 
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Dalam hal ini adalah kerja, tanpa kerja manusia tidak akan mampu untuk memenuhi 
seluruh kebutuhan hidupnya. 
Ibnu Khaldun memahami bahwa tenaga kerja, alam dan modal merupakan hal 
yang sangat berpengaruh dalam kegiatan produksi. Namun menurut Ibnu Khaldun 
tenaga kerja merupakan faktor paling berpengaruh terhadap kegiatan produksi karena 
semua faktor produksi lainnya itu dijalankan oleh manusia. Walupun suatu perusahan 
memiliki modal yang banyak namun tidak mempunya tenaga kerja untuk 
mengelolahnya makan proses produksi tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu Ibnu 
Khaldun mengatakan bahwa diantara faktor produksi lainnya yang paling pokok 
adalah adalah adanya tenaga kerja 
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sudah seharusnya mampu 
mengeksplorasi sesuatu yang melekat pada setiap diri manusia yaitu tenaga kerja. 
Maka dari itu tanpa melakukan kerja manusia tidak akan mempunyai kemampuan 
untuk mempertahankan kehidupannya 
Ibnu Khaldun secara detail menjelaskan teori tentang nilai tenaga kerja yang 
merupakan sumber nilai. Sesuatu yang dibeli dengan menggunakan uang adalah 
sesuatu yang dibeli dengan tenga kerja. Orang yang tidak dapat memanfaatkan suatu 
barang ddan seseorang yang mempunyai nilai dari suatu barang itu dapat ditukar 
dengan komoditas lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah kerja sama dengan 
kemampuan untuk membeli suatu barang. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur 
nyata dari nilai sebuah barang atau komoditas adalah tenaga kerja.
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Walaupun Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tenaga kerja adalah faktor 
terpenting dalam suatu kegiatan produksi, akan tetapi Ibnu Khaldun tidak hanya 
memperhitungkan tenaga kerja sebagai satu-satunya sumber nilai. Dalam proses 
produksi Ibnu Khaldun juga memperhatikan bahan mentah sebagai salah satu faktor 
dalam sebuah produksi. Dalam kitab Muqaddima, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa: 
“Dalam jenis pertukaran tertentu, harga bahan mentah harus diperhitungkan, 
umpamanya kayu dan benang dalam pertukaran kayu dan pertenunan. 
Meskipun demikian, nilai kerja tetap lebih besar dari bahan mentahnya. 
Karena kerja dalam pertukaran ini mengambil bagian terbanyak”
76
 
Jika dilihat dari penjelasan Ibnu Khaldun diatas, walaupun Ibnu Khaldun tetap 
memperhitungkan bahan mentah sebagai bagian dari faktor produksi, akan tetapi 
tenga kerja tetap menempati posisi pertama dalam membentuk nilai atau suatu 
komoditi. Misalnya terdapat air, semen dan batu bata jika tidak ada tenaga kerja maka 
ketiga bahan ini tidak akan menghasilkan yang namanya rumah. 
Ibnu Khaldun menjelaskan lebih lanjut mengenai teori nilai tenaga kerja 
dalam kitab muqaddimanya, dalam ungkapanya beliu menyatakan bahwasanya: 
“Maka jelaslah, semua atau sebagian besar penghasilan dan keuntungan, 
menggambarkan nilai kerja manusia”
77
 
Mengacu pada pernyataan Ibnu Khaldun diatas, ketika sseseorang 
mengerjakan sesuatu maka akan mendapatkan keuntungan dan penghasilan. 
Pendapatan dan pengasilah merupakan nilai yang dihasilkan atas kerja yang 
dilakukan. Jadi menurut Ibnu Khaldun pendapatan dan keuntungan dipengaruhi oleh 
kerja yang dilakukan manusia, semakin besar tenaga yang dikeluar dalam bekerja 
maka manusia akan memperoleh upah yang besar begitu pula sebaliknya. 
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Dalam menjelaskan keuntungan Ibnu Khaldun membedahkan antara 
keuntunga dan reziki, hal ini jelas diungkapkan oleh Ibnu Khladun dalam kitab 
muqaddimanya 
“keuntungan bisa juga datang tidak dengan usaha, sebagaimana hujan 
menumbuhkan tanaman dan lain sebagainya. Tetapi, sekalipun begitu alam ini 
bertindak sebagai pembantu yang tidak bisa berbuat apa-apa bila orang tidak 
bekerja sama dengan dia sebagaimana nanti diterangkan. Keuntungan-
keuntungan akan merupakan akumulasi modal bila ia lebih dari kadar 
kebutuhannya. Bila keuntungan yang berlibihan atau yang diperoleh itu, 
manfaatnya kembali kepada sebagian ummat manusia dan dia menikmati 




Dari penjelasan Ibnu Khaldun diatas, maka jelas bahwasanya Ibnu Khaldun 
membedakan antara keuntungan dan rezeki. Dikatakan keuntungan ketika pendapatan 
melebihi dari kebutuhan manusia pada umumnya, sedangkan dikatakan rezeki apabila 
sesuatu tersebut didapatkan melalui kerja manusia dan digunakan untuk memenuhi 
kebutuhannya. Walaupun Ibnu Khaldun membedaan keuntungan dan rezeki, namum 
pada hakekatnya terdapat titik kesamaanya yaitu sama-sama harus diperoleh melalui 
kerja. Mengenai teori nilai kerja, Ibnu Khladun berpendapat bahwa yang menjadi 
faktor utama dalam menciptkan komoditi dan memperoleh penghasilan serta 
keuntungan adalah tenaga kerja.  
Ibnu Khaldun dalam menjelaskan upah atau gaji, dapat diketahui dari 
pernayatan beliau dalam kitabnya yang berjuadul Muqadddimah yang menjelaskan 
bahwa: 
“Pertukaran akan bertambah baik dan bertambah banyak bila permintaan 
akan hasil pertukaran semakin besar. Orang tidak akan akan memberikan 
tenaga kerjanya tanpa upah, sebab tenega kerja merupakan sumber 
kehidupan dan keuntungannya bahkan satu-satunya sumber keuntungan 
dalam hidupnya. Akibatnya, ia akan mencurahkan tanaga kerjanya kepada 
barang-barang yang mempunyai nilai supaya mendapatkan keuntungan. Bila 
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suatu pertukaran menjadi sasaran permintaan dan menarik banyak 
pengeluaran (dari pihak pembeli), pertukaran itu akan menjadi semacam 
barang dagangan yang karena dibutuhkan maka akan dijual dalam jumlah 
besar. Akibatnya penduduk akan mempelajari keahlian yang dibutuhkan 
untuk itu. Tetapi bila pertukaran tidak lagi dibutuhkan, penjualannya akan 
turun dan tidak ada lagi usaha untuk mempelajari keahlian tersebut”
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Dari penjelasan Ibnu Khaldun diatas, terdapa dua poin penting. Pertama, 
seorang tenaga kerja tidak akan memberikan tenaganya apabila ia tidak memperoleh 
upah atau gaji sebagai nilai dari tenaga yang dikeluarkan. Oleh karena itu upah yang 
diterima pekerja harus berdasarkan kerjanya. Dengan kata lain, tenaga kerja adalah 
sumber keuntungan dan kehidupan, sebab upah adalah sarana bagi para pekerja untuk 
memenuhui kebutuhan hidupnya. 
Kedua, yanag menjadi tolak ukur pemberian upah pekerja ditentukan oleh 
tingkat permintaan dan penawaraan dari suatu pekerjaan. Artinya apabila dalam 
menghasilkan suatu komoditi memerluakan banyak tenaga kerja maka dengan sendiri 
upah yang diterima pekerja akan rendah. Akan tetapi apabila untuk mengerjakan 
pekerjaan tersebut tidak membutuhkan banyak buruh makan gaji atau upah yang 
diterima akan smeningkat. Selain itu Ibnu Khaldun juga sangat menenkan petingnya 
upah untuk para tenaga kerja, selaras dengan apa yang dijelaskan Ibnu khaldun diatas. 
B. Nilai Tenaga Kerja Menurut Karl Marx 
Sama halnya dengan Ibnu Khaldun Karl Marx juga sangat menekankan 
petingnya kerja bagi manusia dalam diri manusia terdapat kemampuan untuk 
merefleksikan kemampuan yang ia miliki dengan alam, karena degan kerja manusia 
mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupya. Menurut Karl Marx dalam Das Kapital: 
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“Labour is, in the first place, a process in which both man and Nature 
participate, and in which man of his own accord starts, regulates, and 
controls the material re-actions between himself and Nature. He opposes 
himself to Nature as one ofher own forces, setting in motion arms and legs, 
head and hands, the natural forces of his body, in order to appropriate 
Nature’s productions in a form adapted to his own wants. By thus acting on 
the external world and changing it, he at the same time changes his own 
nature. He develops his slumbering powers and compels them to act in 




Kerja, pertama-tama, adalah suatu proses di mana manusia dan Alam 
berpartisipasi, dan di mana manusia atas kemauannya sendiri memulai, 
mengatur, dan mengontrol tindakan-ulang material antara dirinya dan Alam. 
Dia menentang dirinya sendiri ke Alam sebagai salah satu kekuatannya 
sendiri, menggerakkan lengan dan kaki, kepala dan tangan, kekuatan alami 
tubuhnya, untuk menyesuaikan produksi Alam dalam bentuk yang disesuaikan 
dengan keinginannya sendiri. Dengan demikian bertindak di dunia luar dan 
mengubahnya, dia pada saat yang sama mengubah sifatnya sendiri. Dia 
mengembangkan kekuatan tidurnya dan memaksa mereka untuk bertindak 
sesuai dengan kekuasaannya. 
Dari pernyataan Karl Marx diatas, maka jelas manusia untuk memenuhi 
kebutuhanya perlu melakukan sebuah perbuatan, yaitu dengan bekerja. Karena 
dengan bekerja manusia mampu merealisasikan kemampuan yang ia miliki agar bisa 
menghasilkan perubahan pada bahan-bahan alam sesuai dengan bakat yag dimilikiya. 
 Menurut Karl Marx, hal yang membedakan manusia dengan mahkluk hidup 
lainya adalah bekerja karena tanpa melakukan kerja manusia sulit atau bahkan tidak 
mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya dengan bekerja maanusia 
akan mendapatkan nilai dari hasil kerja dalam bentuk upah, gaji dan keuntungan. 
 Karl Marx dalam menjelaskan teori nilai tenaga kerja ia tidak lepas dari 
kritikannya terhadap kapitalis. Menurutnya untuk mencapai tujuanya dalam 
menciptakan suatu nilai baru kaum kapitalis membeli suatu komoditas dalam hal ini 
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adalah tenaga kerja. Dalam buku Das Kapital, Karl Marx Menyatakan kritikaya 
terhadap kapitalis : 
The capitalist buys labour-power in order to use it; and labour-power in use 
is labour itself. The purchaser of labour-power consumes it by setting the 
seller of it to work. By working, the latter becomes actually, what before he 
only was potentially, labour-power in action, a labourer. In order that his 
labour may reappear in a commodity, he must, before all things, expend it on 
something useful, on something capable of satisfying a want of some sort. 





Kapitalis membeli tenaga kerja untuk menggunakannya; dan tenaga kerja 
yang digunakan adalah tenaga kerja itu sendiri. Pembeli tenaga kerja 
mengkonsumsinya dengan mengatur agar penjualnya bekerja. Dengan 
bekerja, yang terakhir menjadi sebenarnya, yang sebelumnya dia hanya 
berpotensi, tenaga kerja dalam tindakan, seorang buruh. Agar kerjanya dapat 
muncul kembali dalam suatu komoditas, ia harus, sebelum segala sesuatunya, 
mengeluarkannya untuk sesuatu yang berguna, pada sesuatu yang mampu 
memuaskan suatu jenis keinginan. Oleh karena itu, apa yang kapitalis 
tentukan untuk diproduksi oleh pekerja adalah nilai guna tertentu. 
Berdasarkan pernyataan Karl Marx tersebut, penulis berpendapat bahwa untuk 
memperoleh nilai atau komoditi yang baru maka kapitalis harus membeli tenaga 
kerja. Artinya tenaga kerja yang dibeli kapitalis akan menghasilakan suatu komiditi 
yang mempunyai nilai pakai dan nilai tukar dengan asumsi kapitalis tidak akan 
membeli tenaga kerja bila tidak mampu mendatangkan keuntungan bagi mereka. 
Singkatnya kapitalis tidak semerta-merta membeli tenaga kerja tetapi juga 
memakainya serta mempekerjakan penjual tenaga kerja tersebut demi mendapatkan 
nilai baru yang disebut nilai tenaga kerja. 
Karl Marx dalam menjelaskan nilai tenaga kerja, ia membedaan antara kerja 
dan tenaga kerja. Menurutnya kerja bukanlah suatu barang yag dapat diperjualkan, 
sementara tenaga kerja merupakan suatu nilai yang dijual oleh pekerja dengan asumsi 
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ketika pekerja menjual tenaganya kepada kapitalis maka ia mempunyai hak untuk 
mendapatkan sejumlah upah sebagai harga dari tenaga kerjanya. 
Dalam Das Kapital Buku I, Karl Marx menjelaskan secara jelas mengenai 
teori nilai tenaga kerja itu sendiri, Marx menyataka bahwa : 
The value of labour-power is determined, as in the case of every other 
commodity, by the labour-time necessary for the production, and 
consequently also the reproduction, of this special article. So far as it has 
value, it represents no more than a definite quantity of the average labour of 
society incorporated in it. Labour-power exists only as a capacity, or power 
of the living individual. Its production consequently pre-supposes his 
existence. Given the individual, the production of labour-power consists in his 
reproduction of himself or his maintenance. For his maintenance he requires 
a given quantity of the means of subsistence. Therefore the labour-time 
requisite for the production of labourpower reduces itself to that necessary 
for the production of those means of subsistence; in other words, the value of 
labour-power is the value of the means of subsistence necessary for the 
maintenance of the labourer.
82
 
Terjemahannya :  
Nilai tenaga kerja ditentukan, seperti dalam kasus setiap barang dagangan 
lainnya, oleh waktu kerja yang diperlukan untuk produksi, dan akibatnya juga 
reproduksi, pasal khusus ini. Sejauh ia memiliki nilai, ia mewakili tidak lebih 
dari jumlah tertentu dari rata-rata tenaga kerja masyarakat yang tergabung 
di dalamnya. Tenaga kerja hanya ada sebagai kapasitas, atau kekuatan 
individu yang hidup. Produksinya secara konsekuen mengandaikan 
keberadaannya. Mengingat individu produksi tenaga kerja terdiri dari 
reproduksi dirinya sendiri atau pemeliharaannya. Untuk pemeliharaannya, ia 
membutuhkan sejumlah alat penghidupan. Oleh karena itu, waktu-kerja yang 
diperlukan untuk produksi tenaga kerja berkurang dengan sendirinya menjadi 
yang diperlukan untuk produksi alat-alat penghidupan itu; dengan kata lain, 
nilai tenaga-kerja adalah nilai alat penghidupan yang diperlukan untuk 
memelihara pekerja. 
Singkatnya dari pernyataan Karl Marx diatas bahwasanya penentuan nilai 
tenaga kerja yaitu mengacu pada seberapa banyak waktu yang dubutuhkan dalam 
proses produksi sama halnya dengan nilai komoditi lain. Tenaga kerja dapat diartikan 
sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu yang hidup dimana produksi menjadi 
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syarat dari keberadaanya dimana tenaga kerja juga memerluakan waktu untuk 
memulihkan tenaganya. 
 Karl Marx dalam membahas mengenai nilai tenaga kerja, ia sangat 
memperhatikan jam kerja dan hari-hari kerja dari buruh. Nilai tenaga kerja juga dapat 
dikatakan sebagai hasil kerja yang dihasilkan dari setiap nilai dari barang dagangan  
tersebut Engels menyatakan bahwa nilai tenaga kerja sama dengan nilai setiap barang 
dagangan yang diukur dari seberapa byak kerja yang dikeluarkan. Engels juga 
melakukan penelusuran terkait teori yang dikemukan oleh sahabatnya dengan 
menyataka bahwa tenaga kerja dalam bentuk pekerja memerlukan sejumlah perbuatan 
tertentu guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Karenanya waktu kerja yang 
dibutuhkan dalam memproduksi kebutuhan hidup secara tidak lamgsung sudah 
mewakili nilai tenaga kerja.
83
 
 Menurut Karl Marx, nilai tenaga kerja sama seperti nilai setiap komoditas 
yang ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang dilakaukan untuk menciptakannya. Jadi 
nilai tenaga kerja adalah jumlah nilai atas semua komoditas yang harus dibeli oleh 
buruh agar dapat hidup, maksudanya agar buruh dapat memulihkan tenaga kerjanya 
serta memperbaruinya. Dengan kata lain, nilai tenaga kerja buruh adalah jumlah 
makanan, pakain dan tempat tingggal serta semua kebutuhan hidup buruh dan 
keluarganya sesuai dengan tingkat sosial da kultural masyarakat yang bersangkutan.
84
 
 Kesimpulannya teori nilai tenaga kerja merupakan upah yag wajar, dalam 
artian buruh mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang diberikannya dengan 
tujuan dapat memulihkan tenaga dan memenuhi kebutuhan keluarganya. 
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 Sama halnya Ibnu Khaldun, Karl Marx selain membahas nilai tenaga kerja ia 
juga membahas mengenai upah dan keuntungan. Dalam menjelaskan mengenai upah 
dan keuntungan Karl Marx membedakan antara kerja dan tenaga kerja sebagai dasar 
dari pemikirannya, menurutnya kerja adalah suatu kegiatan bukan barang yang bisa 
dijual. Sementara tenaga kerja merupakan sesuatu yang dijual oelh pekerja kepada 
kapitalis selaku pembeli tenaga kerja dengan tujuan memperoleh sejumlah upah. 
Dimana karl Marx menyatakan upah sebagai harga dari tenaga kerja sementara 
keuntungan adalah nilai lebih yang diperoleh kapitalis atas tenaga kerja 
 Menurut Karl Marx, dalam penentuan dan pemberian upah buruh yang harus 
diperhatikan adalah jam kerja dan hari-hari kerja buruh, misalanya kapitalis 
menetapkan waktu kerja buruh adalah 8 jam sehari dengan pemberian upah Rp. 
50.000 perhari. Sementara waktu yang diperlukan dalam memproduksi suatu 
komoditas atau barang hanya butuh 4 jam, maka berdasarkan waktu kerja yang 
ditetatpkan kapitals mengharuskan buruh untuk bekerja lagi selama 4 jam.  Waktu 4 
jam kedua tersebut adalah nilai yang diambil kapitalis dari buruh sebagai akumulasi 
modal yang dimana Karl Marx menyebutnya sebagai nilai lebih atau keuntungan. 
C. Relevansi Teori Nilai Tenaga Kerja Menurut Ibnu Khaldun Dan Karl Marx 
Dalam Konteks Ke Indonesian 
Setelah mengetahui masing-masing pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx 
mengenai nilai tenaga kerj maka pengkajian berikutnya yaitu melihat sejauh mana 
konsep nilai tenaga kerja Ibnu Khaldun dan Karl Marx telah diterapkan di Indonesia 






1. Penetapan Upah  
Upah merupakan sumber pendapatan yang diterima tenaga kerja atas kerjanya 
dalam suatu kegaiatan produksi. Dalam Undang-undang Cipta Kerja pasal 88B 
mengatur mengenai konsep penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan satuan 
hasil. 
Amanah UU Cipta Kerja tentang ketenagakerjaan khususnya dalam pasal 88B 
tersebut dapat dikatakan relevan dengan konsep penetapan upah menurut Ibnu 
Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa penetapan dan pemabayaran upah harus 
berdasarkan kerja yang dilakukan tenaga kerja, sebab upah merupakan saran bagi 
para tenaga kerja untuk memenuhui kebutuhan hidupnya. Hal yang mendasari 
pemikiran Ibnu Khaldun terkait penetapan upah adalah firman Allah SWT dalam QS. 
At – Taubah ayat 105 yang berbunyi : 
                                   
              
Terjemahannya : 
dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
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Walaupun pemikiran Karl Marx mengenai penetapan upah berbeda dengan 
pemikiran Ibnu Khaldun. Dimana Karl Marx berpendapat bahwa dalam penetapan 
upah yang perlu diperhatikan adalah hari-hari kerja buruh, dalam artian penetapan 
upah menurut Karl Marx harus berdasarkan jam kerja yang dikerjakan para buruh 
atau tenaga kerja. Berdasarkan pemikiran itu bisa disimpulkan bahwa konsep 
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penetapan upah Karl Marx masih relevan dengan kontek ke Indonesiaan atau yang 
berlaku di Indonesia sesuai peraturan yang tertulis dalam perundang-undangang. 
2. Keadilan bagi buruh atau tenaga kerja 
Berdasarkan undang-undang cipta kerja tentang ketenagakerjaan pasal 88 ayat 
1 yang membahas mengenai hak tenaga kerja dalam hal memperoleh penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan. Dimana pihak pengusaha memiliki kewajiban untuk 
memberikan upah tanpa adanya tindakan penindasan dalam hal pengupahannya agar 
para pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup keluaraganya. 
Senada dengan pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx, keduanya sama-sama 
menekankan pentingnya ekonomi bebas pilihan dan menjunjung keadilan ekonomi 
tanpa adanya perampasan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau eksploitasi pihak 
yang lemah dalam hal ini buruh. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pemikiran Ibnu 
Khaldun dan Karl Marx memiliki relevansi dengan aturan yang berlaku di Indonesia. 
Jika digambarkan dalam sebuah tabel maka relevansi pemikiran Ibnu Khaldun 
dan Karl Marx dalam konteks ke Indonesiaan sesuai aturan tertulis dalam undang-


















































Di Indonesia usaha untuk memperbaiki kehidupan buruh terus dilakukan oleh 
pemerintah dengan membuat Undang-Undang mengenai perburuhan atau 
ketenagakerjaan dengan tujuan menciptakan kesejaterahan buruh dan perbaikan 
penghidupannya, dalam konsep keindonesiaan untuk melingdungi para pekerja 
disetiap daerah yang tentunya memiliki biaya hidup yang berbeda- beda maka setiap 
daerah harus memiliki upah minimum regional (UMR), pemberian upah yang sesuai 
dengan kebutuhan tenaga kerja secara pisikologis memberikan kepuasan bagi pekerja 
dan akan berdampak positif terhadap produktifitas kerja, jadi setiap perusahaan harus 
memberikan upah sama atau diatas dari UMR sesuai dengan ketentuan undang-
undang dan apabila upah yang diberikan diatas dari UMR itu menjadi kesepakatan 
dari pihak perusahaan dan pekerja. Meskipun dalam pengaplikasian dari Undang 
undang tersebut pemerintah dituntut untuk memberikan pembinaan dan pengawasan  
terhadap kegiataan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan masih belum 
maksimal dan masih lemahnya upaya penegakan aturan formal terkait di bidang 





Selain itu masih timpang tindihnya system pengupahan bagi tenaga kerja 
asing yang memiliki upah diatas rata-rata dari tenaga kerja Indonesia hal ini 
disebabkan masih lemahnya daya saing dari tenaga kerja Indonesia, jadi pemerintah 
harus sepenuhnya memberikan dukungan kepada para tenaga kerja agar mampu 
bersaing salah satunya dengan menciptakan peluang dan menyediakan tempat untuk 
mengasah kemampuan dari para tenaga kerja indonesia. 
Secara umum pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx terkait nilai tenaga 
kerja memiliki relevansi dalam konteks ke Indonesiaan sekarang. Suatu teori 
dikatikan masih memiliki releanvansi apabila yang menjadi indikator atau objek 
pemikiran tokoh yang dibahas itu masih ada sampai sekrang, dimana objek pemikiran 
Ibnu Khaldun dan Karl Marx tentang nilai kerja adalah upah, dan buruh dimana 
permasalahn tersebut masih sering dibicarakan di Indonesia khususnya. Kemudiana 
diperkuat dengan beberapa peneliatan diatas terkait indikator dalam pemikiran Ibnu 
Khaldun dan Karl Marx dalam menjelaskan nilai tenaga kerja dalam hal ini sistem 
pemberian upah tenaga kerja sebagi nilai atau harga dari kerjanya masih  memiliki 
relevansi terhadap sstem penentuan upah buruh di Indonesia. 
Di Indonesia usaha untuk memperbaiki kehidupan buruh terus dilakukan oleh 
pemerintah dengan membuat aturan dalam undang – undang mengenai perburuhan 
atau ketenagakerjaan dengan tujuan menciptakan kesejaterahan buruh dan perbaikan 
untuk penghidupannya, tetapi dalam prateknya pemerintah dalam melaksanakan 
kewajibannya sesuai aturan dalam undang – undang ketenagakerjaan dalam hal 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan 
ketenagakerjaan masih belum maksimal dan masih kurangnya upaya penegakan 








1. Ibnu Khaldun menjelaskan pemikirannya mengenai nilai tenaga kerja bahwa 
manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupnya harus bekerja, karena 
dengan ketika mansusia bekerja ia bisa mengaktualisasikan kemampuan yang 
ada dalam dirinya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau upah sebagai 
nilai dari tenaga kerjanya sendiri. Jadi menurut Ibnu Khaldun tenaga kerja 
akan melahirkan nilai yang merupakan teori nilai tenaga kerja yang dimaksud 
Ibnu Khaldun.  
2. Menurut Karl Marx, nilai tenaga kerja sama seperti nilai setiap komoditas 
yang ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang dilakaukan untuk 
menciptakannya. artinya tori nilai tenaga kerja merupakan upah yag wajar, 
dalam artian buruh mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang 
diberikannya dengan tujuan dapat memulihkan tenaga dan memenuhi 
kebutuhan keluarganya. 
3. Berdasrkan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia sudah 
memiliki relevansi dengan pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx terkait 
nilai tenaga kerja. Akan tetapi, secara penerapannya masih kurang relevan 
dimana masih adanya ditemukan pelanggaran terkait aturan yang terdapat 
dalam undang-undag ketenagakerjaan. Hal dikarenakan masih kurang 





B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat direkomendasikan bahwa regulasi 
atau kebijakan terkait konpensasi dari kerja manusia dalam hal ini upah mesti 
diperhatikan sebaik-baiknya. Regulasi atau dalam hal ini Undang-undang tentang 
ketenagakerjaan atau perburuhan secara tekstual sudah sangat bagus dengan adanya 
penetapan Upah Minimum regional yang tentunya berbeda disetiap daerah yang 
memiliki tujuan agar terciptanya keadilan bagi para tenaga kerja akan tetapi 
penerapan dari regulasi ini harusnya lebih diperhatikan, dalam hal ini pemerintah 
harus mampu memberikan pengawasan terhadap perusahaan dalam hal pemenuhan 
upah tenaga kerja yang sebagaimana telah diatur dalam Undang undang nomor 13 
tahun 2003 agar tenaga kerja memiliki rasa aman dan mampu memenuhi 
kebutuhannya selain itu agar semua pihak baik pemerintah, pengusaha dan tenaga 
kerja itu sendiri mampu menjalan regulasi sebaik-baiknya agar tercapai tujuan awal 
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Gambar 1 :  Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun yang diterjemahkan oleh 
Ahmadie Thoha dan diterbitkan Pustaka Firdaus 
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